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BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Green economy atau ekonomi hijau merupakan salah satu dari enam

strategi transformasi ekonomi Indonesia menuju visi Indonesia 2045.
Penerapan ekonomi hijau diharapkan dapat mewujudkan visi masa depan
pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Potensi pertumbuhan ekonomi
hijau dan dekarbonisasi mencapai hampir 400 miliar dollar AS, terbagi dalam
tiga bidang utama1. Optimalisasi intensitas gas rumah kaca (GRK) memiliki
potensi pasar 350 miliar dollar AS, sementara strategi dan layanan profesional
serta kompensasi emisi masing-masing memiliki potensi pasar 46 miliar dollar
AS dan 3,5 miliar dollar AS. Sebagai ilustrasi, sekitar 30 persen dari cadangan
karbon dunia berada di lahan gambut Indonesia, menunjukkan potensi besar
dalam perdagangan yang mengutamakan pelestarian lahan gambut. Dengan
demikian, Indonesia memiliki kesempatan menjadi pelaku utama di pasar
hijau yang berkembang pesat ini.

Secara konsepsi, green economy merupakan suatu sistem ekonomi
yang mempromosikan keberlanjutan dengan memanfaatkan sumber daya
alam yang dapat diperbaharui secara alami dan mengurangi emisi karbon.
Dengan kata lain, definisi green economy ada pada praktik penggunaan yang
rendah karbon, pemanfaatan sumber daya yang efisien, dan inklusi sosial2.
Green economy juga meliputi kegiatan ekonomi (konsumsi, distribusi, dan
produksi) barang serta jasa dengan tujuan meningkatkan kemaslahatan
masyarakat sembari mengedepankan prinsip keberlanjutan untuk mengurangi
dampak negatif terhadap lingkungan3.

1

https://itn.ac.id/opini/15-agustus-23-green-economy-manajemen-pemanfaatan-sumber-daya-alam-sebagai-instrumen-pembangunan-berkelanjutan-di-indonesia/
https://itn.ac.id/opini/15-agustus-23-green-economy-manajemen-pemanfaatan-sumber-daya-alam-sebagai-instrumen-pembangunan-berkelanjutan-di-indonesia/
https://itn.ac.id/opini/15-agustus-23-green-economy-manajemen-pemanfaatan-sumber-daya-alam-sebagai-instrumen-pembangunan-berkelanjutan-di-indonesia/
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4 M. Firmansyah, 2022, “Konsep Turunan Green economy dan Penerapannya: Sebuah AnalisisLiteratur,” Ecoplan, hlm.141-149.

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan iklim tropis sepanjang
tahun yang memiliki banyak potensi di sektor pariwisata. Dalam
pengelolaannya, sektor pariwisata tentu berkontribusi signifikan bagi
perekonomian nasional, mulai dari penyerapan lapangan kerja,
menggerakkan ekonomi lokal, hingga pemberdayaan UMKM. Oleh karena
itulah pengelolaan pariwisata nasional harus dilakukan secara cermat dan
berkelanjutan, dengan mengadopsi prinsip green economy.

Pelaksanaan green economy dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara
lain: jumlah penduduk, kemajuan ekonomi, kemajuan teknologi, struktur
industri, urbanisasi, peraturan lingkungan, dan investasi asing langsung
(Foreign Direct Investment/FDI)4. Dalam konteks pengelolaan pariwisata,
green economy menjadi relevan karena pariwisata sering kali memiliki dampak
yang signifikan terhadap lingkungan alam dan sosial budaya. Dengan
menerapkan prinsip-prinsip green economy dalam pengelolaan pariwisata,
seperti penggunaan sumber daya alam yang bertanggung jawab,
perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal, kita dapat
menciptakan destinasi wisata yang lestari dan meminimalkan jejak ekologis
negatif.

Dalam konteks ini, korelasi antara green economy dan pengelolaan
pariwisata terletak pada upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi
berkelanjutan, tanpa merusak lingkungan alam yang menjadi daya tarik utama
pariwisata. Hal ini diharapkan dapat membentuk siklus positif yang saling
mendukung antara kesejahteraan ekonomi, keberlanjutan lingkungan dan
pengembangan pariwisata. Selain itu, penerapan green economy di sektor
pariwisata juga merupakan langkah krusial dalam menjaga keberlanjutan
lingkungan dan ekonomi nasional. Green economy diharapkan dapat
mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti polusi udara, alih
fungsi lahan hutan dan pencemaran air, sambil mempromosikan penggunaan
sumber daya alam yang terbarukan dan ramah lingkungan.

Pengelolaan pariwisata yang mengadopsi perspektif green economy
sangat penting karena memungkinkan pelestarian alam dan sumber daya
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5 “pa.ri.wi.sa.ta,” diakses dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pariwisata pada 15 Februari 2024pukul 15.10.6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan7 Rizal Fatli Maulana, Muhammad Rosul Asmawi, Pri Utami, “Faktor Pendukung dan PenghambatPengelolaan Pariwisata Pantai Tanjung Kait di Kabupaten Tangerang,” Jurnal Kewarganegaraan,hlm. 6297-6301.

alam yang penting bagi keberlanjutan industri pariwisata itu sendiri. Dengan
memperhatikan aspek-aspek seperti efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan
perlindungan lingkungan, pariwisata dapat berfungsi sebagai motor
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sambil tetap mempertahankan
daya tarik alam yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Selain itu,
pendekatan green economy juga mendorong inklusi sosial dan ekonomi,
dengan memberikan peluang ekonomi yang adil dan berkelanjutan bagi
masyarakat lokal, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya
melestarikan lingkungan bagi generasi mendatang. Dengan demikian,
pengelolaan pariwisata yang berfokus pada green economy dapat
menciptakan manfaat jangka panjang bagi lingkungan, ekonomi, dan
masyarakat secara keseluruhan.

Berkaitan dengan pengelolaan pariwisata, maka secara terminologi,
pariwisata merupakan aktivitas atau kegiatan yang memiliki korelasi dengan
perjalanan untuk rekreasi; pelancongan; turisme5. Menurut UU RI No 10
Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah “berbagai macam
kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan
oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah6.” Perlu
diketahui bahwa pengelolaan pariwisata di Indonesia dipengaruhi oleh
beberapa faktor, di antaranya: kesadaran pengunjung serta masyarakat dalam
menjaga lingkungan wisata, aktivitas promosi wisata, sarana dan prasarana,
serta dukungan pemerintah7.

Namun di sisi lain, Indonesia masih memiliki tantangan dan hambatan
dalam pengelolaan pariwisata secara umum. Pertama, dari aspek SDM.
Menurut Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan
Kementerian Pariwisata, Indonesia memiliki kelemahan dalam tiga area yang
berkaitan dengan sumber daya manusia di sektor pariwisata, yakni
kemampuan berbahasa asing terutama dalam bahasa Inggris, penggunaan
teknologi informasi (TI), dan keterampilan manajerial. Akibatnya, tingkat daya

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pariwisata
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8 “3 Masalah SDM Pariwisata Indonesia Bersaing di Tingkat Global,” diakses darihttps://travel.detik.com/travel-news/d-3176358/3-masalah-sdm-pariwisata-indonesia-bersaing-di-tingkat-global pada 15 Februari 2024 pukul 15.30.9 Mohamad Agus Sanjayah, Agus Purnomo, Bayu Kurniawan, “Evaluasi Tingkat KetersediaanSarana dan Prasarana Pariwisata di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang,” Geodika: Jurnal KajianIlmu dan Pendidikan Geografi, hlm. 63-72.10 Nugroho SBM, 2020, “BEBERAPA MASALAH DALAM PENGEMBANGAN SEKTORPARIWISATA DI INDONESIA,” Pariwisata, hlm. 124-131.11 “Apa itu Desa Wisata dan Bagaimana Konsep Pengembangannya?,” diakses darihttps://wonosari.kendalkab.go.id/kabardetail/ZHJxaHA5MkxNUWhxRjNDY2krcDZXQT09/apa-itu-desa-wisata-dan-bagaimana-konsep-pengembangannya-.html pada 15 Februari 2024 pukul 15.45.

saing SDM di kawasan ASEAN menjadi rendah8. Kedua, sarana prasarana.
Kekurangan ini masih banyak ditemukan di berbagai wilayah wisata di
Indonesia, seperti di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, khususnya Desa
Madiredo di mana sarana dan prasarana pariwisatanya masuk ke dalam
Hierarki IV atau kurang memadai9. Ketiga, regulasi. Di Indonesia, masih
banyak peraturan terkait pariwisata yang tumpah tindih. Sebagai contoh,
Pemerintah Pusat, melalui Balai Konservasi Borobudur, telah menetapkan
larangan terhadap berbagai aktivitas di zona satu dan dua kawasan Candi
Borobudur. Namun, di zona tersebut, pemerintah daerah justru mengizinkan
berbagai kegiatan seperti konser musik dan pertunjukan seni lainnya. Contoh
lainnya adalah adanya pembangunan bangunan atau penanaman pohon yang
mengganggu integritas visual dari kawasan Candi Borobudur sebagai warisan
bersejarah10.

Dalam praktiknya, pengelolaan pariwisata Indonesia berbasis green
economy dapat ditinjau dari keberadaan desa wisata yang akhir-akhir ini mulai
marak di berbagai wilayah. Desa pariwisata merujuk pada sebuah masyarakat
maupun kelompok yang terdiri dari penduduk dalam area tertentu, dimana
mereka berinteraksi secara langsung dan memiliki kesadaran, kepedulian,
juga keinginan untuk berkolaborasi sesuai dengan keahlian dan kapasitas
individu masing-masing11. Menurut data yang dihimpun oleh Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), jumlah desa pariwisata di
Indonesia pada tahun 2023 mencapai 4.674, menunjukkan peningkatan
sebesar 36,7 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana hanya

https://travel.detik.com/travel-news/d-3176358/3-masalah-sdm-pariwisata-indonesia-bersaing-di-tingkat-global
https://travel.detik.com/travel-news/d-3176358/3-masalah-sdm-pariwisata-indonesia-bersaing-di-tingkat-global
https://wonosari.kendalkab.go.id/kabardetail/ZHJxaHA5MkxNUWhxRjNDY2krcDZXQT09/apa-itu-desa-wisata-dan-bagaimana-konsep-pengembangannya-.html
https://wonosari.kendalkab.go.id/kabardetail/ZHJxaHA5MkxNUWhxRjNDY2krcDZXQT09/apa-itu-desa-wisata-dan-bagaimana-konsep-pengembangannya-.html
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terdapat 3.419 desa pariwisata12. Perkembangan desa wisata ini diharapkan
dapat mendorong terciptanya 4,4 juta lapangan kerja pada tahun 202413.

Prinsip ekonomi hijau dan desa wisata dapat saling mendukung dalam
menciptakan model pembangunan berkelanjutan. Desa wisata memanfaatkan
sumber daya alam secara bertanggung jawab untuk pariwisata, sejalan
dengan konsep ekonomi hijau yang menekankan keberlanjutan lingkungan.
Pengembangan infrastruktur ramah lingkungan, seperti energi terbarukan dan
transportasi hijau, menjadi prioritas dalam keduanya. Selain itu, desa wisata
memberdayakan ekonomi lokal dengan melibatkan masyarakat dalam industri
pariwisata, sejalan dengan prinsip inklusivitas ekonomi hijau. Dengan menjadi
pusat edukasi lingkungan, desa wisata juga mempromosikan kesadaran akan
keberlanjutan, mendukung tujuan ekonomi hijau. Pengembangan produk dan
layanan ramah lingkungan di desa wisata mengedukasi dan mendorong
konsumsi bertanggung jawab. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat,
bisnis, dan organisasi non-pemerintah memperkuat hubungan antara kedua
konsep ini, memungkinkan pembangunan yang holistik untuk keberlanjutan
ekonomi dan lingkungan di daerah tersebut.

Meskipun di satu sisi Indonesia masih menghadapi tantangan dan
hambatan dalam pengelolaan pariwisata, seperti yang terungkap dalam
analisis tentang kelemahan SDM, kurangnya sarana prasarana, dan tumpang
tindihnya regulasi, pada praktiknya, masalah-masalah yang spesifik dalam
pengelolaan destinasi pariwisata tertentu juga menjadi perhatian serius.
Ketiga hambatan yang masih menjadi kendala akan berimplikasi pada lahirnya
masalah lain yang lebih spesifik.

Sebagai contoh, di Desa Wisata Bayung, Bali, terdapat sejumlah
problematika yang lebih spesifik, termasuk masalah sampah, keberlanjutan
perawatan infrastruktur, dan kurangnya keseragaman visi serta misi dalam
pengelolaan desa wisata14. Hal serupa juga dapat ditemukan di Desa Wisata

https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7504/ayo-jelajahi-desa-wisata-peraih-rekor-muri?lang=1#:~:text=Kementerian%20Pariwisata%20dan%20Ekonomi%20Kreatif,4%2C674%20desa%20wisata%20di%20Indonesia
https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7504/ayo-jelajahi-desa-wisata-peraih-rekor-muri?lang=1#:~:text=Kementerian%20Pariwisata%20dan%20Ekonomi%20Kreatif,4%2C674%20desa%20wisata%20di%20Indonesia
https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7504/ayo-jelajahi-desa-wisata-peraih-rekor-muri?lang=1#:~:text=Kementerian%20Pariwisata%20dan%20Ekonomi%20Kreatif,4%2C674%20desa%20wisata%20di%20Indonesia
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15 Tunjung Wulan dan Parfi Khadiyanto, “Identifikasi Potensi dan Masalah Desa Wonosoco dalamUpaya Pengembangan sebagai Desa Wisata di Kabupaten Kudus,” Jurnal Ruang, hlm. 81-90.

Wonosoco, Kabupaten Kudus. Bahkan, desa wisata ini tengah berada dalam
kondisi cash cow, di mana pertumbuhan produk di desa ini relatif rendah
walaupun pertumbuhan pasarnya tinggi. Lebih lanjut, desa ini juga
menghadapi problematika belum terbangunnya sarana penting, rendahnya
aksesibilitas, serta kurangnya unsur kelembagaan yang secara khusus
mengelola desa ini15. Permasalahan sampah, kurangnya keseragaman visi,
hingga kurangnya unsur kelembagaan adalah contoh dari masalah SDM yang
belum terselesaikan.

Jika pengelolaan pariwisata nasional masih belum optimal, dampaknya
akan sangat merugikan bagi perwujudan green economy. Apalagi keberadaan
desa-desa wisata ini sejatinya dapat menjadi percontohan bagi pengelolaan
pariwisata yang berbasis ekonomi hijau. Dampak negatif pertama, akan terjadi
kerusakan lingkungan secara masif karena kurangnya pengawasan terhadap
eksploitasi sumber daya alam dan peningkatan polusi di daerah-daerah
wisata. Hal ini akan mengancam keberlanjutan ekosistem yang menjadi daya
tarik wisata. Kedua, kesempatan untuk mengembangkan energi baru
terbarukan dan teknologi hijau dalam sektor pariwisata akan terlewatkan,
sehingga menghambat transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan. Ketiga,
masyarakat lokal juga akan menderita akibat kurangnya manfaat ekonomi dari
pariwisata yang berkelanjutan (karena ada polusi, pencemaran dan kerusakan
lingkungan), sehingga memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi. Oleh
karena itulah pembahasan mengenai pengelolaan pariwisata dengan
perspektif keberlanjutan ini memiliki urgensi untuk dikaji lebih lanjut sehingga
dapat mendukung penerapan green economy.

2. Rumusan Masalah
Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan luas dalam

mengembangkan sektor pariwisata. Salah satu inovasi yang telah dijalankan
adalah melalui keberadaan Desa Wisata. Dampak positifnya langsung
dirasakan oleh masyarakat, namun masih ada sejumlah permasalahan yang
terkait dengan aspek keberlanjutan lingkungan dan pengembangan pariwisata
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secara berkeadilan. Oleh karena itu, rumusan masalah yang diajukan adalah:
Bagaimana mengoptimalkan pengelolaan pariwisata guna mendukung
green economy?
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan kajiannya adalah:
a. Bagaimana kondisi pengelolaan pariwisata di Indonesia saat ini dalam

mendukung green economy?
b. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab akar masalah dalam

pengelolaan pariwisata dan dampaknya terhadap green economy?
c. Bagaimana strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan pariwisata guna

mendukung green economy?
3. Maksud dan Tujuan.

a. Maksud. Pembahasan materi Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap)
ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pentingnya
optimalisasi pengelolaan pariwisata guna mendukung green economy.
b. Tujuan. Adapun tujuan penulisan Kertas Karya Ilmiah Perorangan ini
adalah sebagai sumbangan pemikiran kepada stakeholder terkait dalam
rangka pemecahan masalah pengelolaan pariwisata guna mendukung green
economy.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika.
a. Ruang Lingkup. Ruang lingkup pembahasan Taskap ini meliputi pada
aspek peningkatan pengelolaan pariwisata di Indonesia, khususnya
keberadaan desa wisata dengan mengadopsi perspektif green economy.
b. Sistematika. Taskap ini terdiri dari 4 (empat) bab yang saling terkait
antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, dengan sistematika sebagai
berikut.

1) BAB I : PENDAHULUAN
Dalam Bab ini akan diuraikan latar belakang penulisan, rumusan

masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode
dan pendekatan yang digunakan, serta beberapa pengertian untuk dapat
menyamakan persepsi dalam memahami pembahasan.
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2) BAB II : LANDASAN PEMIKIRAN
Dalam Bab ini akan dijelaskan tentang dasar-dasar pemikiran

dalam penulisan Taskap, di antaranya adalah Peraturan Perundang-
undangan yang masih berlaku, disajikan pula data dan fakta terkait, serta
kerangka teoretis yang bersumber dari kajian pustaka maupun referensi
ilmiah yang terkait dengan materi bahasan. Selanjutnya akan diuraikan
pengaruh lingkungan strategis berdasarkan faktor eksternal maupun
internal yang berada pada lingkup global, regional dan nasional.
3) BAB III : PEMBAHASAN

Dalam Bab ini akan dianalisis secara detail setiap pertanyaan kajian
dan pokok bahasan terkait pentingnya optimalisasi pengelolaan
pariwisata guna mendukung green economy. Pembahasan yang
dilakukan tersebut harus merujuk dari teori dan landasan pemikiran
sebagaimana uraian di bab sebelumnya. Hasil analisis ini nantinya akan
dapat dirumuskan untuk pemecahan pokok-pokok bahasan, yang
menggambarkan solusi secara logis, konkret dan kontekstual.
4) BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan yang merupakan ringkasan tentang temuan
dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kajian serta beberapa
rekomendasi yang diajukan untuk dapat digunakan sebagai bahan
pertimbangan bagi para pengambil kebijakan.

5. Metode dan Pendekatan.
a. Metode. Metode yang digunakan dalam penulisan Taskap ini antara lain
menggunakan metode deskriptif analitis dan PESTEL (Political, Economy,
Social, Technology, Environment and Legal). Metode ini berfokus pada
analisis risiko berdasarkan aspek-aspek utama sebagaimana tersebut di atas,
sehingga dapat dihasilkan kebijakan terbaik.
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b. Pendekatan. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data
dalam Taskap ini dilakukan dengan perspektif kepentingan nasional, yaitu
melalui tinjauan berdasarkan asas kesejahteraan dan keamanan, dengan
analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoretis yang digunakan.

6. Pengertian
Untuk menghindari perbedaan penafsiran dan lebih menyatukan

persepsi pada pembahasan selanjutnya, maka dalam Taskap ini digunakan
beberapa pengertian sebagai berikut:
a. Optimalisasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

optimalisasi merupakan suatu proses, metode, dan tindakan yang
bertujuan untuk mengoptimalkan suatu hal, yaitu membuatnya menjadi
yang terbaik, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dan memperoleh hasil
yang optimal. Dalam konteks ini, optimalisasi merujuk pada upaya
sistematis untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, atau kinerja suatu hal
sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

b. Pengelolaan, menurut KBBI, pengelolaan adalah serangkaian proses,
cara, atau tindakan yang meliputi pelaksanaan dan pengaturan aktivitas
tertentu. Ini juga mencakup penyelenggaraan kegiatan dengan
melibatkan partisipasi tenaga kerja lain serta pembentukan kebijakan
dan tujuan organisasi.

c. Pariwisata, menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan, wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh
seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu
untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari
keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu
sementara. Sedangkan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan
wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan.

d. Desa Wisata, adalah sebuah konsep pengembangan daerah yang
menjadikan desa sebagai destinasi wisata. Menurut UU No. 6 Tahun
2014 tentang Desa, desa wisata merupakan salah satu upaya untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
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16 Modul Ajar Ketahanan Nasional Lembaga Ketahanan Nasional.

e. Green Economy, menurut UNEP, atau Program Lingkungan
Perserikatan Bangsa-Bangsa, merumuskan konsep green economy
sebagai sebuah model ekonomi yang mengutamakan pengurangan
emisi karbon, penggunaan sumber daya yang efisien, serta
memperhatikan aspek inklusi sosial. Model ini bertujuan untuk mencapai
pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan
keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan,
dan kesejahteraan sosial.

f. Ketahanan Ekonomi Nasional, menurut Modul Ajar Lembaga
Ketahanan Nasional adalah: “kondisi dinamik kehidupan perekonomian
bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung
kemampuan dalam mengembangkan kekuatan nasional dalam
menghadapi serta mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan
serta tantangan yang berasal dari luar negeri dan dari dalam negeri,
secara langsung maupun tidak langsung, untuk menjamin kelangsungan
hidup perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia yang
berdasarkan kepada Pancasila dan UUD NRI 1945.16
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BAB II
LANDASAN PEMIKIRAN

7. Umum
Optimalisasi pengelolaan pariwisata merupakan suatu pendekatan

strategis yang bertujuan untuk memaksimalkan manfaat ekonomi, sosial, dan
lingkungan dari industri pariwisata, sambil meminimalkan dampak negatifnya.
Dalam konteks green economy, optimalisasi pengelolaan pariwisata menjadi
semakin penting karena pergeseran global menuju pembangunan yang
berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan,
perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal, upaya
optimalisasi ini tidak hanya berpotensi meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan ekonomi, tetapi juga mendorong konservasi alam dan
pelestarian budaya.

Bab ini akan mengelaborasi aspek-aspek seperti peraturan perundang-
undangan, himpunan data-fakta terkait judul, kerangka teoritis, dan lingkungan
strategis memiliki signifikansi yang penting. Peraturan perundang-undangan
memberikan landasan hukum yang mengatur praktik-praktik dalam
pengelolaan pariwisata menuju green economy. Kerangka teoritis untuk
mendukung optimalisasi desa wisata berbasis ekonomi hijau juga dipaparkan.
Sementara itu, himpunan data-fakta membantu dalam mengidentifikasi
potensi dan tantangan yang perlu diatasi, sedangkan kerangka teoritis
memberikan landasan konseptual untuk merancang strategi optimalisasi.

Di sisi lain, lingkungan strategis mempengaruhi implementasi strategi
dengan faktor-faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi,
dan tuntutan masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan. Dinamika
lingkungan strategis ini mencakup aspek global, regional dan juga nasional,
yang merujuk pada pendekatan Astagatra. Memadukan pemahaman atas
semua aspek ini akan memungkinkan pengembangan strategi optimalisasi
yang terarah dan berkelanjutan dalam pengelolaan pariwisata untuk
mendukung green economy.

11
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8. Peraturan Perundang-undangan.
a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

1) Pasal 2: Pasal ini memiliki relevansi yang sangat besar terhadap
optimalisasi pengelolaan pariwisata untuk mendukung green
economy. Pertama-tama, asas-asas yang tercantum seperti manfaat,
keadilan, kelestarian, partisipatif, dan berkelanjutan secara langsung
mendukung prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang
merupakan inti dari konsep green economy. Pengelolaan pariwisata
yang mengutamakan manfaat bagi masyarakat setempat,
memperhatikan keadilan sosial, menjaga kelestarian lingkungan, dan
melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan
akan mendukung transisi menuju ekonomi hijau.

2) Pasal 6: Pembangunan kepariwisataan yang berdasarkan pada asas
keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam
mencerminkan pendekatan berkelanjutan yang mementingkan
pelestarian lingkungan dan warisan budaya. Dengan memperhatikan
aspek-aspek tersebut, optimalisasi pengelolaan pariwisata dapat
difokuskan pada pemanfaatan sumber daya alam dan budaya secara
berkelanjutan tanpa merusak lingkungan dan menghargai
keberagaman lokal. Selain itu, mencantumkan kebutuhan manusia
untuk berwisata juga menunjukkan pentingnya memperhatikan
kesejahteraan dan partisipasi masyarakat lokal dalam
pengembangan pariwisata yang berkelanjutan secara ekonomi dan
sosial.

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
1) Pasal 3: Pasal tersebut sangat relevan dengan konsep optimalisasi

pengelolaan pariwisata untuk mendukung green economy.
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diamanatkan
dalam pasal tersebut memiliki tujuan yang sejalan dengan prinsip-
prinsip pembangunan berkelanjutan, yang juga menjadi fokus dalam
green economy. Melalui aspek-aspek seperti melindungi wilayah
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negara dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, menjamin
keselamatan manusia, menjaga kelestarian ekosistem, dan
mencapai keseimbangan lingkungan hidup, upaya optimalisasi
pengelolaan pariwisata dapat menjadi sarana untuk memenuhi
tujuan-tujuan tersebut.

2) Pasal 4: Pasal tersebut memiliki relevansi yang signifikan dalam
konteks optimalisasi pengelolaan pariwisata untuk mendukung green
economy. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang
meliputi aspek perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,
pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum menjadi
landasan penting bagi upaya mencapai pembangunan pariwisata
yang berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan aspek-aspek tersebut
ke dalam strategi pengelolaan pariwisata, dapat diupayakan agar
pembangunan pariwisata tidak hanya memberikan manfaat ekonomi
tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan
sosial. pengelolaan pariwisata yang ramah lingkungan dan
berkelanjutan.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2010-2025
1) Pasal 55: Dengan menekankan pengembangan manajemen Usaha

Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip pembangunan
pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia, dan ekonomi
hijau, arah kebijakan ini menunjukkan komitmen untuk
memperhatikan dampak lingkungan dalam setiap aspek
pengembangan pariwisata. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini,
pengelolaan pariwisata dapat diarahkan untuk memberdayakan
potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan sambil menjaga
kelestarian lingkungan dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

2) Pasal 56: Dengan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau di
sepanjang rantai nilai pariwisata, seperti penggunaan energi
terbarukan, pengurangan limbah, dan praktik bisnis yang ramah
lingkungan, dapat ditingkatkan kontribusi pariwisata terhadap
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pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, dengan
mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli
terhadap pelestarian lingkungan dan budaya, dapat diupayakan agar
aktivitas pariwisata tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi
juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan pelestarian
warisan budaya.

d. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun
2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
1) Pasal 2: Ruang lingkup pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan

yang mencakup pengelolaan berkelanjutan, keberlanjutan sosial dan
ekonomi, keberlanjutan budaya, dan keberlanjutan lingkungan,
menegaskan pentingnya memperhatikan berbagai aspek
keberlanjutan dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi
pariwisata. Dengan mengintegrasikan aspek-aspek tersebut ke
dalam strategi pengelolaan pariwisata, dapat diupayakan agar
destinasi pariwisata tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi
juga memperhatikan keberlanjutan sosial, budaya, dan lingkungan.

2) Pasal 3: Pasal ini menyoroti pentingnya menerapkan kriteria
destinasi pariwisata berkelanjutan tidak hanya pada skala besar
seperti taman nasional atau desa wisata, tetapi juga pada skala kecil
seperti kelompok, komunitas lokal, museum, festival, bangunan
umum, dan monumen. Ini menunjukkan bahwa konsep keberlanjutan
dapat diterapkan secara luas dalam berbagai konteks pariwisata,
tidak terbatas pada bisnis komersial seperti hotel atau atraksi yang
berbayar. Dengan menerapkan kriteria berkelanjutan pada destinasi
pariwisata di semua tingkatan, dapat diupayakan agar setiap elemen
pariwisata memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan
berkelanjutan, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan.
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17 Kiki Oktaliani, “Indeks Daya Saing Naik 12 Peringkat, Sandiaga Uno Targetkan PariwisataIndonesia Masuk 30 Besar Dunia Di 2025,” SINDOnews Lifestyle, 24 Oktober 2023, diakses darisumber (Online), pada 25 Maret 2024, pukul 19.16 WIB.18 Yuviani Kusumawardhani, “Kajian 14 Pillar Pada Travel and Tourism Competitiveness Index(TTCI) Sebagai Indikator Daya Saing Pariwisata Suatu Negara,” Tourism Scientific Journal 6, no. 1(23 Desember 2020): 79–95, URL.

9. Data dan Fakta
a. Daya Saing Pariwisata Indonesia

Menurut laporan terbaru dari World Economic Forum pada tahun
2022, indeks pariwisata Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan
dengan melonjak 12 peringkat dari peringkat sebelumnya yang berada
di posisi 44, kini mencapai peringkat 32 dunia, meskipun tengah diwarnai
oleh pandemi Covid-19. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
Sandiaga Uno, memiliki ambisi besar untuk menjadikan Indonesia
sebagai salah satu pemain utama dalam industri pariwisata global.
Dengan target yang dicanangkan, yakni masuk ke dalam 30 besar dunia
pada Indeks Daya Saing Pariwisata dan Perjalanan (Travel and Tourism
Competitiveness Index/TTCI) pada tahun 2025, Indonesia menunjukkan
komitmen yang kuat dalam meningkatkan daya saing sektor pariwisata,
menggambarkan upaya keras pemerintah untuk memajukan industri ini
di tengah tantangan global yang tidak mudah17.

Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) mengadopsi 14
pilar yang diukur dengan standar seragam. Di antara pilar-pilar tersebut
termasuk lingkungan bisnis, keamanan, kesehatan, sumber daya
manusia, kesiapan teknologi informasi, prioritas perjalanan dan
pariwisata, keterbukaan internasional, daya saing harga, keberlanjutan
lingkungan, infrastruktur transportasi udara, infrastruktur darat dan
pelabuhan, infrastruktur layanan pariwisata, sumber daya alam, serta
sumber daya budaya dan perjalanan bisnis.18 Indikator-indikator ini telah
lama menjadi bagian dari laporan TTCI untuk membantu negara-negara
mengevaluasi tingkat daya saing pariwisata mereka, sambil
mengidentifikasi kelemahan yang perlu segera diperbaiki.

b. Tren Desa Wisata di Indonesia
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19 Febriana Sulistya Pratiwi and Dimas Bayu, “Sebaran Desa Wisata Indonesia Pada 2023,Terbanyak Di Sulsel,” Dataindonesia.id, 27 April 2023, diakses dari sumber (Online), pada 25 Maret2024, pukul 19.24 WIB20 Ibid.

Pada tahun 2023, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
(Kemenparekraf) mencatat adanya peningkatan signifikan jumlah desa
wisata di Indonesia, mencapai 4.674 desa. Angka ini menunjukkan
lonjakan sebesar 36,7% dari tahun sebelumnya yang mencatat 3.419
desa wisata.19 Pertumbuhan ini mencerminkan dorongan besar dalam
pengembangan pariwisata lokal di berbagai wilayah di Indonesia.
Provinsi Sulawesi Selatan memimpin dengan jumlah desa wisata
terbanyak, mencapai 480, sedangkan Jawa Timur menempati peringkat
kedua dengan 453 desa wisata. Ini menandai kontribusi yang signifikan
dari daerah-daerah tersebut dalam memajukan pariwisata lokal dan
meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.20 Meskipun masa
pandemi COVID-19 yang menantang, terjadi peningkatan kunjungan ke
desa wisata sebesar 50 persen. Hal ini menunjukkan bahwa wisatawan
semakin mengarah ke destinasi-destnasi yang lebih terpencil dan
berkelanjutan. Kemenparekraf menetapkan target ambisius yaitu
mencapai 6.000 desa wisata terdaftar pada tahun 2024, menunjukkan
komitmen dalam pengembangan sektor pariwisata di Indonesia dan
keinginan untuk memperluas manfaat pariwisata ke lebih banyak
komunitas lokal.

c. Kontribusi Pariwisata Terhadap Perekonomian Indonesia
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada triwulan I tahun

2023, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) secara
kumulatif mencapai 2,5 juta, menandai lonjakan sebesar 508,87%
dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022. Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah mengeluarkan
prediksi bahwa jumlah kunjungan wisman hingga akhir tahun ini
kemungkinan akan mencapai sekitar 9 juta kunjungan.

Sektor pariwisata menjadi salah satu tulang punggung
perekonomian Indonesia dan merupakan penyumbang utama devisa.
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21 C S Purwowidhu, “Kian Melesat Di 2023, Pariwisata Indonesia Bersiap Menuju LevelPrapandemi ,” Media Keuangan, 16 Mei 2023, diakses dari sumber (Online), pada 25 Maret 2024,pukul 19.38 WIB

Dalam laporan Tourism Trends and Policies 2022 dari Organization for
Economic Co-Operation and Development (OECD), disebutkan bahwa
pada tahun 2019, sektor pariwisata memberikan kontribusi sebesar 5,0%
terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia. Namun, dampak
pandemi Covid-19 pada tahun 2020 mengakibatkan penurunan drastis
kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB, turun sebesar 56% menjadi
hanya 2,2% dari total ekonomi.21

Kebijakan pembatasan yang diberlakukan di berbagai negara untuk
mengendalikan penyebaran virus Covid-19 menyebabkan penurunan
tajam dalam jumlah kunjungan wisman, dari 16,1 juta pada tahun 2019
menjadi hanya 4,0 juta pada tahun 2020. Bahkan, pada tahun 2021,
jumlah kunjungan wisman kembali turun drastis, hanya mencapai 1,5
juta kunjungan, mengalami penurunan sebesar 61,6% dibandingkan
dengan tahun sebelumnya.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2022-2024, sektor pariwisata diharapkan dapat
mencapai prestasi yang mengesankan pada tahun 2024. Diperkirakan
bahwa jumlah kunjungan wisman akan berkisar antara 9,5 hingga 14,3
juta, sementara jumlah perjalanan wisnus diperkirakan mencapai 1,250
hingga 1,5 miliar. Target kinerja sektor pariwisata pada tahun 2024
diestimasi akan menghasilkan devisa sebesar US$7,38 hingga
US$13,08 miliar, serta memberikan kontribusi sebesar 4,5% terhadap
PDB dan menciptakan 22,8 juta lapangan kerja. Hal ini menunjukkan
harapan besar akan peran penting sektor pariwisata dalam pertumbuhan
ekonomi dan pembangunan sosial di Indonesia.

d. Desa Wisata Percontohan di Indonesia
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22 Anggara Wikan Prasetya, “Daftar Pemenang ADWI 2023, Ada 75 Desa Di Seluruh Indonesia,”KOMPAS.com, 28 Agustus 2023, diakses dari sumber (Online), pada 25 Maret 2023, pukul 19.46WIB

Pada tahun 2023, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
(Kemenparekraf) mengumumkan pemenang Anugerah Desa Wisata
Indonesia (ADWI), sebuah penghargaan yang memilih desa wisata
terbaik dan paling favorit. Sejumlah desa wisata berhasil meraih
penghargaan dalam berbagai kategori pada acara ADWI 2023. Desa
Wisata Lawang di Sumatra Barat dinobatkan sebagai pemenang kategori
"Homestay dan Toilet", sementara Desa Wisata Taraju di Jawa Barat
meraih kategori "Digital dan Kreatif".22

Di Kepulauan Bangka Belitung, Desa Wisata Tari Rebu keluar
sebagai pemenang kategori "Suvenir", dan Desa Wisata Iboih di Aceh
memenangkan kategori "Kelembagaan Desa Wisata dan CHSE". Selain
itu, beberapa desa wisata yang berpartisipasi dalam ADWI 2023 juga
meraih rekor MURI, termasuk Desa Wisata Pulau Penyengat, Desa
Wisata Perkampungan Adat Nagari Sijunjung, Desa Wisata Botubarani,
Desa Wisata Muntei, Desa Wisata Tari Rebo, dan Desa Wisata Kwau.
Ini menandai pengakuan atas dedikasi dan inovasi yang ditunjukkan
oleh berbagai desa wisata dalam upaya mempromosikan potensi
pariwisata lokal di Indonesia.

10. Kerangka Teoretis
a. Teori Manajemen

Menurut Weber (2022), terdapat pembagian tugas dan spesialisasi
yang mengatur setiap individu dalam menjalankan wewenangnya sesuai
dengan peraturan, kebijakan, dan ketetapan hukum yang berlaku.
Hubungan antarindividu dalam organisasi cenderung bersifat
impersonal. Hierarki wewenang juga hadir di dalam organisasi, di mana
aturan yang mengatur bahwa yang berada di tingkat yang lebih rendah
harus patuh terhadap perintah dari tingkat di atasnya. Orientasi
pengembangan sumber daya manusia diarahkan pada pertumbuhan
karier, di mana keahlian menjadi kriteria utama dalam penerimaan atau
penolakan seseorang sebagai anggota organisasi serta dalam proses
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promosinya. Untuk mencapai hasil yang optimal, semua keputusan yang
dijalankan harus senantiasa selaras dengan seberapa besar keuntungan
yang dapat diberikan terhadap ketercapaian cita-cita organisasi23.

Dalam mengoptimalkan pengelolaan pariwisata, terutama di desa
wisata, penting untuk memahami dan menerapkan konsep-konsep
utama dari teori manajemen. Perencanaan yang matang diperlukan
untuk menetapkan tujuan yang jelas dan strategi yang sesuai dengan
kebutuhan desa wisata, termasuk mempertimbangkan aspek-aspek
keberlanjutan lingkungan, pelestarian budaya, dan kesejahteraan
masyarakat lokal. Selain itu, pembentukan struktur organisasi yang
efisien dan efektif juga diperlukan untuk mengelola aktivitas pariwisata
dengan baik. Hal ini melibatkan pembagian tugas, tanggung jawab, dan
otoritas antara berbagai pihak yang terlibat, seperti pemerintah daerah,
masyarakat lokal, dan sektor swasta24.

Pengarahan sumber daya manusia dan materi juga menjadi kunci,
melalui pelatihan karyawan, promosi destinasi, dan pembangunan
infrastruktur pariwisata yang sesuai. Koordinasi yang baik antara
stakeholder adalah esensial, untuk memastikan sinkronisasi dan
kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama, sambil menghindari konflik
kepentingan. Terakhir, kontrol yang efektif dalam memantau kinerja dan
hasil dari kegiatan pengelolaan pariwisata sangatlah penting, untuk
mengidentifikasi masalah dan mengambil tindakan korektif yang
diperlukan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara holistik,
pengelolaan pariwisata di desa wisata dapat dijalankan secara efisien
dan efektif, sambil memperhatikan keberlanjutan lingkungan, kelestarian
budaya, dan kesejahteraan masyarakat lokal.

b. Teori Green Economy
Dalam tulisan Anwar (2022), ekonomi hijau menawarkan solusi

inovatif untuk pertumbuhan ekonomi dengan mengedepankan rendah
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karbon, hemat sumber daya, dan inklusivitas sosial. Investasi publik dan
swasta diarahkan pada kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan aset ramah
lingkungan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan
peningkatan pendapatan. Ekonomi hijau berfokus pada pengurangan
emisi, peningkatan efisiensi energi dan sumber daya, serta pelestarian
keanekaragaman hayati. Konsep ini mengantarkan kita pada sinergi
antara ekonomi dan lingkungan, bukan lagi perdebatan tentang
rekonsiliasi. Tantangan utama ekonomi hijau adalah mencapai skala
ekonomi optimal, yang membutuhkan efisiensi material dan energi yang
lebih tinggi25.

Dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan pariwisata, khususnya
di desa wisata, konsep Green Economy menawarkan kerangka kerja
yang penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Salah satu unsur utama dari teori Green Economy adalah pemanfaatan
sumber daya alam secara berkelanjutan.26 Dalam konteks desa wisata,
hal ini mencakup perlindungan ekosistem alami, pengelolaan limbah,
dan pelestarian alam yang menjadi daya tarik utama bagi para
wisatawan. Selain itu, pengembangan infrastruktur yang ramah
lingkungan juga menjadi fokus utama, seperti penggunaan energi
terbarukan dan transportasi yang efisien, untuk memastikan bahwa
pertumbuhan pariwisata tidak merusak lingkungan.

Aspek sosial juga tidak boleh diabaikan, dengan adanya
penekanan pada pengarusutamaan kesejahteraan masyarakat lokal
dalam pembangunan pariwisata. Ini mencakup distribusi pendapatan
yang adil, pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, serta
pelestarian budaya dan warisan lokal. Edukasi dan kesadaran
lingkungan juga menjadi penting, baik bagi wisatawan maupun
masyarakat lokal, untuk memastikan kesadaran akan pentingnya
menjaga lingkungan dalam setiap aktivitas pariwisata. Dengan
menerapkan prinsip-prinsip Green Economy secara holistik, diharapkan
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pengelolaan pariwisata di desa wisata dapat menjadi motor pertumbuhan
yang berkelanjutan, sambil memperhatikan keberlanjutan lingkungan,
kesejahteraan sosial, dan pelestarian budaya lokal.

c. Konsep Pemberdayaan
Dalam tulisan Maani (2011), pemberdayaan merupakan konsep

alternatif pembangunan yang menekankan otonomi pengambilan
keputusan oleh kelompok masyarakat. Berbasis pada sumber daya,
partisipasi, demokrasi, dan pengalaman langsung, pemberdayaan fokus
pada lokalitas, dimana masyarakat lebih siap diberdayakan dalam isu-
isu lokal. Meskipun demikian, kekuatan ekonomi dan struktur luar
masyarakat tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, pemberdayaan tidak
hanya terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga politik, sehingga
masyarakat memiliki daya tawar baik secara nasional maupun
internasional. Konsep pemberdayaan muncul dari interaksi di tingkat
ideologis dan praktis, antara pendekatan top-down dan bottom-up, serta
strategi pertumbuhan dan strategi yang berpusat pada masyarakat27.

Konsep pemberdayaan memegang peranan krusial dalam
optimalisasi pengelolaan pariwisata, terutama di desa wisata. Unsur
utama pemberdayaan termasuk partisipasi aktif masyarakat dalam
pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pariwisata.
Masyarakat lokal perlu didorong untuk terlibat dalam perencanaan,
pengembangan, dan pengelolaan pariwisata guna memastikan bahwa
kebijakan dan program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
serta aspirasi mereka. Selain itu, pemberdayaan melibatkan penguatan
kapasitas masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan
keterampilan agar mereka dapat berperan aktif dalam industri pariwisata
dan meningkatkan kesejahteraan mereka28.

Pengakuan dan pemajuan budaya lokal juga menjadi bagian
penting, dimana pelestarian dan promosi budaya lokal serta tradisi
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menjadi aspek utama dalam menarik wisatawan. Akses yang adil
terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan lingkungan juga menjadi
fokus, seiring dengan upaya menciptakan kemandirian ekonomi bagi
masyarakat lokal, sehingga mereka dapat mengelola potensi pariwisata
secara mandiri dan berkelanjutan. Dengan menerapkan konsep
pemberdayaan secara holistik dalam pengelolaan pariwisata desa,
diharapkan masyarakat lokal dapat lebih berdaya dalam mengambil
peran dalam pembangunan pariwisata, sambil menjaga kelestarian
budaya dan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan mereka.

11. Perkembangan Pengaruh Strategis
a. Global

Globalisasi, terutama dalam bidang transportasi dan teknologi
informasi komunikasi (TIK), memiliki dampak yang signifikan dalam
optimalisasi pengelolaan pariwisata, khususnya di desa wisata. Pertama,
aksesibilitas yang meningkat, berkat kemajuan transportasi seperti
penerbangan murah dan infrastruktur transportasi yang lebih baik,
membuka peluang baru bagi desa-desa wisata untuk menarik wisatawan
dari berbagai negara. Kedua, teknologi informasi dan komunikasi
memungkinkan desa-desa wisata untuk mempromosikan diri secara
lebih efektif kepada wisatawan potensial di seluruh dunia melalui media
sosial, situs web, dan aplikasi perjalanan29.

Ketiga, teknologi juga meningkatkan pengalaman wisatawan
dengan layanan seperti aplikasi mobile dan pemandu virtual,
meningkatkan daya tarik destinasi. Keempat, teknologi dapat digunakan
dalam pengelolaan destinasi pariwisata secara lebih efisien melalui
sistem manajemen reservasi online dan sistem informasi geografis,
memungkinkan pengaturan lalu lintas wisatawan dan pemantauan
dampak pariwisata secara lebih efektif. Terakhir, globalisasi juga
meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam industri pariwisata
melalui akses yang lebih luas terhadap informasi dan peluang,
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mendorong partisipasi dalam layanan pariwisata dan pengembangan
produk lokal. Namun, perlu diingat bahwa sambil memanfaatkan dampak
positif globalisasi, penting untuk memperhatikan dampak negatif seperti
homogenisasi budaya dan dampak lingkungan yang merugikan, serta
memastikan bahwa pengelolaan pariwisata tetap berkelanjutan dan
memperhatikan kepentingan masyarakat lokal.

Pemerintah negara maju seperti Inggris dan Jepang memiliki
berbagai strategi yang holistik untuk meningkatkan optimalisasi
pengelolaan pariwisata, khususnya di desa wisata. Strategi ini meliputi
pengembangan infrastruktur wisata, seperti transportasi dan fasilitas
umum, untuk memudahkan akses wisatawan ke desa wisata. Selain itu,
mereka melakukan promosi dan pemasaran yang agresif untuk
meningkatkan visibilitas desa wisata di tingkat nasional maupun
internasional, serta menyediakan pelatihan dan program pengembangan
keterampilan bagi masyarakat lokal di desa wisata.

Dukungan keuangan, baik dalam bentuk hibah maupun pinjaman
dengan suku bunga rendah, juga diberikan untuk memfasilitasi investasi
dan pengembangan infrastruktur pariwisata yang dibutuhkan. Selain itu,
pemerintah membentuk kemitraan dengan sektor swasta untuk
mendukung pengembangan dan pemasaran desa wisata, termasuk
melalui pembentukan konsorsium pariwisata lokal dan program
kemitraan publik-swasta. Melalui strategi-strategi ini, pemerintah
berharap dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,
pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat lokal dalam
pengelolaan pariwisata di desa wisata.

Komunitas global dan organisasi berskala global memainkan peran
penting dalam mendukung optimalisasi pengelolaan pariwisata,
termasuk di desa wisata. Komunitas global dan organisasi-organisasi
seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Badan
Pembangunan Internasional sering memberikan dana dan bantuan
teknis untuk proyek pengembangan pariwisata di berbagai negara,
termasuk di desa wisata. Mereka dapat memberikan dukungan dalam
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pengembangan infrastruktur pariwisata, pelatihan keterampilan, dan
pemulihan ekonomi setelah krisis.

Organisasi-organisasi global seperti Organisasi Pariwisata Dunia
(UNWTO) dan Pusat Pariwisata Berkelanjutan (GSTC) berperan dalam
menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi praktisi pariwisata,
termasuk mereka yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata. Mereka
menyediakan sumber daya, panduan, dan program pelatihan untuk
membantu meningkatkan kapasitas pengelolaan pariwisata yang
berkelanjutan.

b. Regional
Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan visi Komunitas

ASEAN 2015, yang pada awalnya dijadwalkan untuk tercapai pada tahun
2020, terjadi percepatan pelaksanaan menuju tahun 2015. Percepatan
ini diresmikan melalui Cebu Declaration on the Acceleration of the
Establishment of an ASEAN Community by 2015, yang diadopsi dalam
KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, pada Januari 2007. Dokumen ini
menjadi tonggak penting dalam perjalanan ASEAN menuju integrasi
yang lebih erat dan komprehensif30.

Kebijakan percepatan ini terutama didorong oleh keinginan untuk
menciptakan ASEAN yang lebih terkoneksi dan terintegrasi, baik dari
segi infrastruktur fisik maupun non-fisik. Komunitas ASEAN yang
terhubung dengan baik diharapkan akan mendorong pertumbuhan
ekonomi yang lebih kuat, meningkatkan daya saing, serta memperkuat
posisi ASEAN di tingkat global. Dengan percepatan tersebut, diharapkan
ASEAN dapat berperan secara lebih efektif dalam menjawab tantangan-
tantangan regional dan global yang semakin kompleks.

Salah satu konsep yang muncul sebagai hasil dari perencanaan
percepatan ini adalah ASEAN Connectivity. Program ini bertujuan untuk
memperkuat konektivitas di seluruh wilayah ASEAN, baik melalui
pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi, maupun
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kebijakan yang mengatasi hambatan-hambatan non-fisik, seperti
regulasi perdagangan dan investasi yang harmonis31.

Dalam konteks ini, ASEAN Connectivity tidak hanya berfokus pada
pembangunan jaringan transportasi, energi, dan komunikasi yang lebih
baik di kawasan ASEAN, tetapi juga pada integrasi pasar, peningkatan
mobilitas tenaga kerja, serta memperkuat konektivitas sosial dan
budaya. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan aksesibilitas,
meningkatkan efisiensi logistik, dan mempromosikan pertukaran
pendapat serta budaya di antara negara-negara anggota ASEAN.

Kemitraan antara Indonesia dan negara-negara ASEAN dalam
optimalisasi pengelolaan pariwisata, khususnya di desa wisata,
memainkan peran kunci dalam menguatkan industri pariwisata regional.
Salah satu pendekatan yang efektif adalah melalui pertukaran
pengalaman dan pengetahuan antarnegara, yang memungkinkan adopsi
praktik terbaik dalam pengelolaan desa wisata. Selain itu, kerja sama
dalam pengembangan produk wisata bersama dapat memperkaya
destinasi dengan menonjolkan kekayaan budaya dan alam yang unik di
wilayah ASEAN.

Pembangunan infrastruktur pariwisata yang terintegrasi juga
menjadi fokus kemitraan, memudahkan akses ke desa wisata dan
meningkatkan fasilitas pendukung. Promosi bersama di tingkat regional
dan internasional menjadi strategi efektif untuk meningkatkan visibilitas
desa wisata, sementara pengembangan keterampilan dan pelatihan bagi
masyarakat lokal mendukung profesionalisme dan kapasitas
pengelolaan pariwisata. Dengan kemitraan yang kokoh dan
berkelanjutan, Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya dapat
memperkuat pengelolaan pariwisata di desa wisata, meningkatkan daya
saing industri pariwisata regional, serta memberikan manfaat ekonomi
dan sosial yang lebih besar bagi masyarakat lokal di seluruh kawasan
ASEAN.

c. Nasional
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Berdasarkan pada gatra-gatra Ketahanan Nasional (Astagatra)
yang berpengaruh kuat secara nasional, maka yang berpengaruh
adalah:
1) Geografi : Tantangan dari aspek geografis untuk optimalisasi
pengelolaan pariwisata, khususnya di desa wisata, mencakup beberapa
aspek yang saling terkait. Salah satu tantangan utama adalah
aksesibilitas, dimana banyak desa wisata terletak di daerah terpencil
atau sulit dijangkau, mempengaruhi kunjungan wisatawan dan
pengembangan infrastruktur pariwisata. Infrastruktur yang terbatas
seperti listrik, air bersih, dan sanitasi juga menjadi masalah, menghambat
pengembangan fasilitas pariwisata. Selain itu, desa wisata sering kali
rentan terhadap bencana alam, yang dapat merusak infrastruktur dan
mengancam keselamatan wisatawan32. Konservasi alam dan lingkungan
juga menjadi isu penting, dimana pengelolaan pariwisata yang tidak
berkelanjutan dapat mengancam keberlanjutan lingkungan dan daya
tarik wisata. Di samping itu, keterbatasan sumber daya manusia,
keuangan, dan teknis juga menjadi hambatan dalam mengelola
pariwisata di desa wisata. Menghadapi tantangan ini memerlukan
pendekatan holistik dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat lokal,
sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya untuk
mengidentifikasi solusi yang tepat dan berkelanjutan.
2) Demografi : Jumlah penduduk yang besar di suatu wilayah
merupakan potensi yang signifikan bagi pengembangan desa wisata.
Dengan populasi yang besar, desa wisata memiliki pangsa pasar yang
luas untuk menarik kunjungan wisatawan lokal, yang pada gilirannya
dapat meningkatkan pendapatan dan aktivitas ekonomi di desa tersebut.
Selain itu, jumlah penduduk yang besar juga berarti terdapat banyak
individu yang dapat terlibat dalam berbagai usaha pariwisata di desa
mereka sendiri. Para penduduk lokal dapat menjadi pemilik homestay,
penyedia jasa kuliner, atau pelaku seni dan kerajinan lokal, yang
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semuanya memberikan kontribusi pada diversifikasi ekonomi dan
pemberdayaan masyarakat setempat.
SDM yang berkualitas sangat penting untuk pengembangan dan
keberlanjutan desa wisata. SDM yang terampil dan terlatih dalam
berbagai bidang seperti manajemen pariwisata, pemasaran, kerajinan
tangan, dan pelayanan pelanggan, akan meningkatkan kualitas layanan
dan pengalaman bagi wisatawan. Mereka juga akan membantu dalam
melestarikan dan mempromosikan kekayaan budaya dan alam desa
tersebut. Namun, jika SDM di desa wisata kurang terlatih atau kurang
memiliki keterampilan yang diperlukan, pengembangan pariwisata dapat
terhambat dan layanan yang kurang memuaskan bagi wisatawan dapat
terjadi.
3) Sumber Kekayaan Alam : Tantangan sumber daya alam terkait
optimalisasi pengelolaan pariwisata, khususnya di desa wisata, dapat
meliputi beberapa aspek. Pertama, risiko kerusakan lingkungan akibat
peningkatan kunjungan wisatawan dan pembangunan infrastruktur
pariwisata dapat mengancam keberlanjutan ekosistem alami di sekitar
desa. Kedua, penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan
seperti penggunaan air, pengelolaan sampah, dan pemanfaatan lahan
dapat menyebabkan degradasi lingkungan. Ketiga, perubahan iklim juga
dapat berdampak negatif pada sumber daya alam, seperti terjadinya
banjir, tanah longsor, atau kenaikan suhu yang dapat mengganggu
ekosistem dan kehidupan masyarakat lokal33.
4) Politik : Peran pemerintah daerah sering kali dianggap kurang
efektif dalam pengelolaan pariwisata desa karena keterbatasan sumber
daya dan kapasitas, kurangnya koordinasi antar lembaga dan
stakeholder terkait, serta masalah birokrasi dan regulasi yang kompleks.
Proses perizinan yang rumit dan birokrasi yang lamban sering
menghambat pengembangan pariwisata di tingkat desa. Political will
yang kurang kuat juga bisa menjadi penghambat, dengan kebijakan
yang tidak didukung secara kuat oleh pemimpin daerah atau adanya
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kepentingan politik yang bertentangan. Solusi termasuk peningkatan
kapasitas pemerintah daerah, peningkatan koordinasi, penyederhanaan
regulasi, dan dukungan politik yang kuat untuk kebijakan progresif dalam
pengelolaan pariwisata di desa wisata.
5) Ekonomi : Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2022-2024, sektor pariwisata diharapkan
dapat mencapai prestasi yang mengesankan pada tahun 2024.
Diperkirakan bahwa jumlah kunjungan wisman akan berkisar antara 9,5
hingga 14,3 juta, sementara jumlah perjalanan wisnus diperkirakan
mencapai 1,250 hingga 1,5 miliar. Target kinerja sektor pariwisata pada
tahun 2024 diestimasi akan menghasilkan devisa sebesar US$7,38
hingga US$13,08 miliar, serta memberikan kontribusi sebesar 4,5%
terhadap PDB dan menciptakan 22,8 juta lapangan kerja.34 Pada tahun
2024, Presiden Joko Widodo memperkirakan bahwa sektor pariwisata
dan ekonomi kreatif akan menciptakan sekitar 4,4 juta lapangan kerja
baru. Hal ini menunjukkan optimisme pemerintah terhadap potensi
pertumbuhan sektor tersebut dalam mendukung pembukaan lapangan
kerja di tahun tersebut. Dengan meningkatnya investasi dan perhatian
terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, diharapkan akan terjadi
pertumbuhan signifikan dalam penyerapan tenaga kerja, serta
memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
6) Sosial Budaya : Tradisi dan budaya masyarakat setempat memiliki
pengaruh yang besar dalam pengelolaan desa wisata. Tradisi dan
budaya lokal sering kali menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang
mengunjungi desa tersebut. Pengelolaan yang memperhatikan dan
mempromosikan tradisi dan budaya lokal akan memberikan pengalaman
autentik kepada wisatawan, meningkatkan daya tarik destinasi, dan
memperkuat identitas masyarakat setempat. Selain itu, tradisi dan
budaya juga menjadi dasar bagi berbagai kegiatan pariwisata seperti
festival, pertunjukan seni, kuliner khas, dan kerajinan lokal yang dapat
menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat desa.
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Sementara itu, pengaruh ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan
(IPTEK) dalam pengelolaan desa wisata juga tidak dapat diabaikan.
Pendidikan yang baik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat
tentang pentingnya pelestarian lingkungan, pengembangan
keterampilan dalam industri pariwisata, dan pemahaman tentang praktik-
praktik pengelolaan yang berkelanjutan. Selain itu, penerapan IPTEK
dalam infrastruktur pariwisata seperti penggunaan teknologi informasi
untuk promosi dan pemesanan, manajemen limbah, dan pengelolaan
energi dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi wisatawan
serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
7) Hankam : TNI dan Polri memiliki peran penting dalam memberikan
perlindungan dan keamanan bagi destinasi pariwisata, termasuk desa
wisata, dari berbagai potensi ancaman seperti kejahatan, terorisme, dan
gangguan keamanan lainnya. Kehadiran TNI di sekitar destinasi
pariwisata tidak hanya memberikan rasa aman bagi wisatawan tetapi
juga mendukung pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan,
jembatan, dan sarana transportasi lainnya yang esensial untuk
pengembangan desa wisata. Sementara itu, Polri bertanggung jawab
atas penegakan hukum terkait pelanggaran yang terjadi di desa wisata,
termasuk penyalahgunaan narkoba, perjudian ilegal, atau pelanggaran
lainnya, serta menjaga ketertiban umum dan menangani konflik antara
wisatawan dan masyarakat setempat. Dengan demikian, kolaborasi
antara TNI dan Polri akan turut menjadi kunci dalam memastikan
keamanan dan kenyamanan bagi para pengunjung desa wisata.

BAB III
PEMBAHASAN

12. Umum.
Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat besar karena

didukung oleh kekayaan alam dan keanekaragaman budaya. Berdasarkan
data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI
desa wisata Indonesia baru berjumlah 4.573 desa pada tahun 2023 dari
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82.395 desa di Indonesia. Artinya, jumlah desa wisata masih cenderung kecil
sehingga perlu dilakukan peningkatan secara kualitas maupun kuantitas. Di
satu sisi, potensi pariwisata yang sangat besar ini pun tidak sesuai dengan
kontribusi terhadap PDB nasional yang masih kecil, khususnya pasca
pandemi Covid-19. Oleh karena itu, optimalisasi pariwisata diperlukan untuk
mendorong produktivitas sektor wisata di Indonesia sehingga kontribusi
pariwisata terhadap PDB nasional dapat turut optimal. Harapannya, sektor
pariwisata dapat meningkatkan devisa negara. Lebih lanjut, melalui
optimalisasi tata kelola sektor pariwisata pun diharapkan dapat mendorong
Indonesia agar keluar dari middle income trap.

Sayangnya, realitanya masih ditemukan beberapa permasalahan dalam
tata kelola pariwisata. Terutama, terkait dengan anggaran, SDM, dan
dukungan dari semua stakeholders terkait. Pada konteks desa wisata, masih
diperlukan branding secara soft-approach maupun hard-approach untuk
menggaet kedatangan Wisnus dan Wisman. Namun, dari segi anggaran, tidak
semua desa wisata memiliki anggaran yang memadai sehingga diperlukan
peran dari pemerintah pusat maupun daerah, swasta, dan lembaga-lembaga
think tank untuk membangun kemitraan dan pendampingan. Selain itu, tidak
semua pelaku usaha memahami konsepsi dalam pembangunan berkelanjutan
sehingga menghambat realisasi pariwisata berkelanjutan. Oleh karena itu,
pemerintah melalui Kemenparekraf RI menjadikan pariwisata berbasis
ekonomi hijau yang menekankan pada tanggung jawab sosial dan lingkungan
sebagai prioritas pembangunan destinasi wisata.

Pada bab ini akan dilakukan elaborasi terhadap realitas pariwisata di
Indonesia dari segi kebijakan, permasalahan dalam tata kelola pariwisata, dan
langkah-langkah strategis dalam mendorong pariwisata berbasis ekonomi.
Pada bagian realitas akan dilakukan elaborasi terkait kondisi pengelolaan
pariwisata di Indonesia. Dari sub-bahasan ini akan menekankan pada
penjelasan arah kebijakan pariwisata saat ini dan relevansinya dengan
ekonomi hijau sebagai paradigma dalam pembangunan berkelanjutan.
Selanjutnya, pembahasan pada bagian permasalahan akan lebih
menekankan pada tantangan dan hambatan yang dialami dalam tata kelola
pariwisata berbasis ekonomi hijau di Indonesia. Terakhir, bahasan langkah
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strategis yang diharapkan dapat menghasilkan solusi dalam tata kelola sektor
pariwisata berkelanjutan. Solusi yang diuraikan akan menjelaskan secara
detail peran dari beberapa kementerian terkait, yakni Kemenparekraf,
Kemendes PDTT, Kemen LHK, Kemenkeu, Kemen PUPR, Kemenkop UKM,
dan DPR untuk mendorong tata kelola pariwisata berkelanjutan.

13. Kondisi Pengelolaan Pariwisata di Indonesia Saat Ini Dalam Mendukung
Green economy.

Berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
(Kemenparekraf), jumlah desa wisata yang telah terdata dalam Jaringan Desa
Wisata (Jadesta) di Indonesia tahun 2023 mencapai 4.573 desa. Jumlah ini
mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya berada pada
angka 3.419 desa. Pada forum peluncuran Anugerah Desa Wisata (ADWI)
2024, Kemenparekraf pun menyampaikan bahwa jumlah desa wisata di
Indonesia akan terus bertambah karena masih adanya desa-desa yang belum
terdaftar dalam Jadesta. Oleh karena itu, untuk memfasilitasi proses
administratif, maka Kemenparekraf pun turut melakukan “Kampanye Sadar
Wisata 5.0” untuk mendorong mentalitas dan karakter masyarakat desa dalam
pengembangan pariwisata. Kampanye ini pun dilakukan untuk mendorong
terwujudnya pariwisata yang berbasis pada keberlanjutan dengan tetap
memperhatikan aspek-aspek lingkungan (ekowisata)35.

Besarnya potensi desa wisata Indonesia dapat menjadi peluang dalam
internalisasi nilai dan prinsip ekonomi hijau pada masyarakat di tingkat lokal.
Dalam hal ini, pengembangan desa wisata dan ekonomi hijau dapat berjalan
secara simultan di masyarakat melalui pembentukan pariwisata berkelanjutan.
Keberadaan desa wisata harus menjadi subjek dan objek dalam pelaksanaan
program-program berbasis SDGs yang telah menjadi agenda nasional
Indonesia dalam RPJMN 2020-2024 dan tertulis dalam Perpres No 111 Tahun
2022 yang menjadi bagian dari konsepsi pembangunan berkelanjutan. Desa
wisata di Indonesia dapat mengadopsi prinsip 5P dalam tata kelolanya, yakni
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people, prosperity, planet, peace, and partnership36. Melalui penerapan
prinsip-prinsip tersebut, maka diharapkan dapat terbentuk desa wisata yang
berorientasi ekonomi hijau dengan harapan keberlanjutan dari segi ekonomi
maupun lingkungan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan desa wisata yang berbasis pada
ekonomi hijau, pemerintah melalui Kemenparekraf telah menyusun beberapa
langkah strategis yang dapat diklasifikasikan pada tujuh aspek:

a. Aspek sumber daya manusia
Aspek SDM merupakan salah satu fokus pembangunan
kepariwisataan pada tahun 2024. Hal ini sesuai dengan paparan
Kemenparekraf dalam Rapat Perencanaan APBN 2024 bersama
Komisi X DPR RI bahwa prioritas kegiatan pengembangan pariwisata
diantaranya Parekraf berkelanjutan, penciptaan nilai tambah (value-
adding), transformasi digital, serta peningkatan produktivitas.
Prioritas pengembangan pariwisata yang ingin dicapai pun sesuai
dengan kepentingan nasional yang tercantum dalam empat pilar Visi
Indonesia 2045 yang mencakup: 1) pembangunan SDM dan
penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK); 2)
pembangunan ekonomi berkelanjutan; 3) pemerataan
pembangunan; dan 4) ketahanan nasional dan tata kelola
pemerintahan37. Oleh karena itu, dari segi pengembangan SDM,
maka fokusnya adalah digitalisasi desa wisata dan pengembangan
produk wisata untuk meningkatkan Wisnus dan Wisman. Hal ini
dilakukan melalui pendampingan peningkatan kapasitas SDM
terhadap desa wisata di Indonesia untuk transformasi pembayaran
digital, pemasaran digital, dan gencar membuat konten-konten di
media sosial. Dalam sosialisasi bertajuk “Peningkatan Kualitas
Pengelolaan dan Jejaring Desa Wisata di Kota Tegal”,
Kemenparekraf menekankan bahwa untuk mencapai hal ini
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diperlukan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi38. Caranya dapat melalui
kemitraan maupun kerjasama dengan NGO/LSM, kampus, dan
influencer. Lebih jauh, pemerintah daerah pun dapat mengajukan
permohonan asistensi kepada K/L terkait untuk turut mendorong
peningkatan kualitas SDM desa wisata di daerahnya. Intinya, sinergi
antara pusat, daerah, dan lembaga eksternal harus terbangun dalam
tata kelola sektor pariwisata, khususnya desa wisata.

b. Sarana dan prasarana
Kelengkapan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting
dalam mendorong keberadaan Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan
Wisatawan Mancanegara (Wisman). Oleh karena itu,
Kemenparekraf, Kemen PUPR, dan Kemenhub turut menjalin kerja
sama untuk memenuhi akses, sarana, maupun dukungan
transportasi menuju wisata-wisata Indonesia. Utamanya, pariwisata
yang termasuk kedalam prioritas dan super-prioritas. Bersama
Kemenhub, Kemenparekraf terus mendorong ketersediaan pesawat
domestik menuju destinasi wisata. Selain itu, kemenparekraf pun
turut melakukan evaluasi agar pemerintah dapat memberikan subsidi
harga tiket destinasi wisata domestik. Hal ini karena masyarakat
sering kali mengeluhkan karena harga tiket ke luar negeri cenderung
lebih murah dibandingkan domestik. Misalnya, tiket antara Jakarta-
Batam dengan Jakarta-Singapura yang sangat jauh perbedaan
harganya. Di satu sisi, Kemenparekraf pun mendorong agar terdapat
akses-akses alternatif maupun maskapai lain yang dapat menjadi
pilihan wisatawan. Sedangkan, bersama Kemen PUPR,
Kemenparekraf berusaha meningkatkan fasilitas pariwisata, seperti
akses, homestay atau hotel, dan lain sebagainya. Berdasarkan
laporan Kemenparekraf, telah dialokasikan anggaran sebesar 2,34
triliun untuk pembangunan jalan mendukung konektivitas destinasi
wisata. Selain itu, diberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk turut
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menunjang amenitas di daerah wisata39.
c. Tumpang tindih regulasi

Pasca Covid-19, Kemenparekraf telah banyak melakukan
penyesuaian, khususnya dari segi regulasi dan kebijakan. Hal ini
sejalan dengan peluncuran “Roadmap Blue, Green, and Circular
Economy (BGCE)” oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama
UNDP. Dokumen ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam
pembangunan rendah karbon. Selain itu, pasca terbitnya Perpres
Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah menetapkan
10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) yang difokuskan pada 5 (lima)
Daerah Pariwisata Super Prioritas (DSP) yang terdiri dari Borobudur,
Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupan. Penetapan DSP
ini diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional yang
tercakup dalam 4 (empat) agenda: 1) Penguatan ketahanan ekonomi
demi pertumbuhan yang berkualitas dan merata; 2) Peningkatan
kualitas dan daya saing SDM; 3) perbaikan lingkungan dan
ketahanan bencana-iklim; dan 4) perkuatan stabilitas urusan politik,
hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik40. Sebagai
bentuk penyesuaian dari RPJMN 2020-2024, Kemenparekraf pun
turut melakukan fokus pada peningkatan SDM kepariwisataan
melalui SDM Hijau atau green human resources agar dapat
menunjang konsepsi pembangunan berkelanjutan. Pada konteks ini,
Kemenparekraf menekankan bahwa setiap pelaku wisata harus
memiliki sikap pro-lingkungan. Salah satu contohnya, dalam RIDPN
Raja Ampat telah termuat terkait pariwisata dan SDM hijau41.

d. Potensi eksploitasi dan kerusakan lingkungan
Tata kelola sektor pariwisata berkomitmen untuk menjaga kelestarian
alam sesuai dengan misi pembangunan berkelanjutan. Oleh karena
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itu, dalam pengembangan pariwisata, Kemenparekraf pun
mendorong terciptanya pariwisata hijau. Hal ini disampaikan dalam
Rakornas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2022 yang bertajuk
“Indonesia Maju Bersama Parekraf Hijau”. Dalam Rakornas ini,
dibahas 5 (lima) hal yang menjadi pedoman pengembangan
pariwisata, yaitu 1) Krisis Iklim dan Dekarbonisasi (Green); 2)
Archipelago and Island Tourism Development (Blue); 3) New Trends:
Digital, Regenerative, Niche Tourism, Event Tourism, Health &
Medical, Marine, Eco Heritage Regeneration; 4) Sumber Daya
Manusia; dan 5) Hak Kekayaan Intelektual42. Melalui pengembangan
pariwisata hijau, Parekraf pun berharap terciptanya sektor pariwisata
baru yang dapat mendongkrak kontribusi pariwisata dalam PDB
nasional. Pada prakteknya, pengembangan pariwisata hijau ini terkait
dengan upaya untuk mewujudkan regenerative tourism43. Hal ini
menekankan pada kewajiban destinasi wisata untuk melakukan
praktek ekonomi sirkular, bijak sampah melalui daur ulang, kualitas
sanitasi, dan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

e. Peran dan dukungan kelembagaan belum optimal
Dalam pengelolaan pariwisata diperlukan komitmen yang kuat dari
banyak pihak untuk merealisasikan program maupun kebijakan, serta
perencanaan yang telah tertera dalam RIDPN. Apabila secara
spesifik menekankan pada pengelolaan desa wisata, maka perlu ada
kesesuaian antara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah
daerah dengan perencanaan pusat. Artinya, kebijakan daerah harus
selalu in line dengan kepentingan nasional. Terutama, untuk wisata-
wisata yang masuk dalam kategori prioritas dan super-prioritas. Hal
ini karena pusat dan daerah sifatnya saling mempengaruhi dan
dipengaruhi (push and pull factors)44. Di satu sisi, kolaborasi pun
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harus dilakukan bersama lembaga eksternal, baik dari swasta atau
korporasi, NGO/LSM, maupun akademisi dan kampus. Keterlibatan
swasta diperlukan utamanya dari segi dukungan pendanaan untuk
pengembangan desa wisata. Selanjutnya, NGO/LSM diperlukan
untuk melakukan pendampingan teknis yang fokusnya pada
pemberdayaan para pelaku usaha.

f. Pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat setempat belum
meningkat signifikan
Pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat setempat dalam
konteks peningkatan desa wisata berbasis green economy masih
belum mencapai peningkatan yang signifikan. Pemerintah telah
mengimplementasikan beberapa langkah untuk mencapai hal ini,
antara lain melalui Program Penguatan Ekonomi Lokal (Prokel) yang
bertujuan untuk meningkatkan ekonomi lokal melalui pengembangan
desa wisata. Selain itu, pemerintah juga memberikan pelatihan dan
bimbingan teknis kepada masyarakat desa wisata dalam pengelolaan
yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Upaya lainnya termasuk
penyelenggaraan pameran dan festival desa wisata guna
mempromosikan destinasi ini kepada wisatawan domestik maupun
mancanegara.

g. Kolaborasi lintas sektoral belum optimal
Pada aspek ini, Kemenparekraf telah menyusun Rencana Induk
Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) yang didalamnya
menjelaskan secara rinci tata kelola pariwisata di Indonesia. Dalam
RIDPN ini, Kemenparekraf pun melakukan pembahasan dengan
Kementerian PPN/Bappenas, serta 17 K/L lainnya yang secara
langsung maupun tidak langsung terkait dengan kebijakan
kepariwisataan nasional. Bahkan, penyusunan RIDPN ini pun turut
bekerja sama dengan Bank Dunia untuk mengembangkan sektor
pariwisata berkelanjutan dan terintegrasi dengan fokus pada
peningkatan kapasitas, akses, partisipasi masyarakat, dan ekosistem
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investasi yang kondusif sesuai agenda nasional45.
Untuk mendukung semua rencana ini, Kemenparekraf telah mengajukan

pagu anggaran untuk tahun anggaran 2024, yakni sebesar 3,53 triliun.
Besaran pagu Kemenparekraf mengalami kenaikan karena pada periode
sebelumnya berada pada angka 3,41 triliun. Merujuk pada surat Ketua Badan
Anggaran (Banggar) DPR RI Nomor B/11091/AG.05.02/09/2023 diputuskan
bahwa pagu anggaran Kemenparekraf dalam APBN 2024 disetujui. Di
samping itu, Kemenparekraf pun mengajukan anggaran belanja untuk
pegawai sebesar 408,32 triliun, kebutuhan belanja untuk barang 2,38 triliun,
dan kebutuhan modal 744,5 miliar. Terkait kebutuhan pendidikan dan
pelatihan untuk peningkatan SDM kepariwisataan, maka Kemenparekraf
mengajukan anggaran tambahan sebesar 117,34 miliar46.

Meskipun demikian, pengembangan desa wisata masih memiliki
beberapa tantangan di lapangan. Salah satunya, terkait anggaran yang dimiliki
desa wisata cenderung tidak cukup untuk melakukan terobosan maupun
promosi secara khusus. Salah satu yang mengeluhkan permasalahan ini
adalah Forum Komunikasi Desa Wisata (Forkom Dewi) Bali. Menurut Forkom
Dewi, dari 238 desa wisata yang ada di Bali hanya satu atau dua saja yang
sudah dikenal publik. Oleh karena itu, Forkom Dewi Bali menilai bahwa
diperlukan promosi yang serius untuk membangun branding atau image
terhadap desa wisata. Sayangnya, promosi khusus ini tidak dapat dibebankan
kepada pengelola desa wisata karena minimnya anggaran operasional. Oleh
karena itu, diperlukan bantuan anggaran dari pemerintah secara khusus47.

Masalah lainnya, yakni desa wisata yang ada di Indonesia cenderung
masih sekadar “nama” atau labelling saja. Namun, pada prakteknya masih
belum mengadopsi unsur-unsur kepariwisataan secara terintegrasi
sebagaimana yang ditetapkan Kemenparekraf. Di satu sisi, banyak desa
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wisata hanya berfokus pada satu basis saja. Misalnya, di Desa Bejagung,
Kecamatan Semanding, Tuban yang berbasis religi hanya menjual satu saja
“religi”. Sedangkan, secara konsep, desa wisata harusnya mampu
mengembangkan dan mengintegrasikan potensi lain yang ada di daerah
sehingga menjadi satu-kesatuan48. Oleh karena itu, diperlukan asistensi
maupun pendampingan intensif dari Kemenparekraf maupun stakeholders
terkait lainnya untuk meningkatkan pemahaman Pemda, Dinas, dan
masyarakat lokal yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata.

Dukungan Presiden Joko Widodo dalam realisasi pariwisata
berkelanjutan sangatlah besar. Pada 13 Juni 2023 lalu, Presiden Joko Widodo
melakukan Rapat Terbatas (Ratas) dengan beberapa Menteri, utamanya
Menparekraf RI. Dalam rapat tersebut Presiden menekankan bahwa
diperlukan entitas tunggal dalam pengelolaan salah satu Destinasi Pariwisata
Super Prioritas (DPSP), yakni pariwisata Borobudur. Presiden meminta
kepada Menparekraf untuk menyiapkan dokumen pendukung dalam
menentukan single destination management yang nantinya akan didukung
oleh Perpres. Alasan presiden menjadikan pengelolaan kawasan wisata
Borobudur berentitas tunggal adalah untuk tata kelola yang terintegrasi, serta
mewujudkan pariwisata Borobudur yang memiliki aspek budaya, konservasi,
dan berkelanjutan. Arahan lain yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo
adalah percepatan pemenuhan dokumen heritage impact assessments agar
segera mendapatkan approve dari UNESCO49.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf RI), Sandiaga
Salahuddin Uno menegaskan bahwa pengembangan pariwisata berbasis
ekonomi hijau sangatlah serius digarap oleh Indonesia. Hal tersebut
disampaikan melalui forum “Bloomberg New Economy Forum” tahun 2023 di
Singapura. Sandiaga yang berperan sebagai pembicara menyampaikan
bahwa selain memberikan dampak positif terhadap lingkungan, pariwisata
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hijau pun turut mendongkrak sektor ekonomi baru (new economy). Lebih
lanjut, Sandiaga menegaskan bahwa sektor pariwisata hijau akan
menciptakan lapangan kerja hijau (green jobs). Menurutnya, hal ini pun
menciptakan peluang ekonomi dan investasi yang baru, serta membentuk
ekosistem kolaborasi positif50. Hal ini karena penerapan pariwisata hijau dapat
turut mendorong misi global untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
dan relevan dengan kepentingan Indonesia yang sedang mengembangkan
EBT. Oleh karena itu, sebagai Menparekraf RI, ia meyakini bahwa
pengembangan pariwisata hijau akan berdampak besar di masa depan.
Terutama, turut mendukung pembangunan berkelanjutan.

Sebelum Pandemi Covid-19, sektor pariwisata memberikan kontribusi
yang besar terhadap perekonomian. Bahkan, Organizations for Economic Co-
Operation and Development (OECD) pada laporannya “Tourism Trends and
Policies 2022” menyebutkan bahwa pada tahun 2019 sektor pariwisata
merupakan penyumbang devisa utama dalam perekonomian yang nilainya
mencapai 5,0% dari PDB. Sayangnya, ketika munculnya Covid-19 yang
disertai kebijakan restriksi internasional, kontribusi sektor pariwisata terhadap
PDB mengalami penurunan 56% atau hanya 2,2% saja. Kondisi ini terus
berlanjut sampai tahun 2021 yang menunjukkan Indonesia berada posisi kritis
karena hanya mendapatkan 1,5 juta kunjungan Wisman. Namun, pada tahun
2022 dan 2023 ini trend wisata ke Indonesia mulai mengalami kenaikan,
termasuk dari Wisman maupun Wisnus. Pada tahun 2022, kunjungan Wisman
maupun WIsnus di atas target, yakni mencapai 5,5 juta. Selain itu, WIsnus
yang hanya ditargetkan 550 juta perjalanan, justru melampaui target menjadi
800 juta perjalanan51. Hal ini tentu berdampak positif terhadap
keberlangsungan ekonomi di daerah-daerah wisata dan nasional secara
kumulatif.

Potensi sektor pariwisata yang dimiliki Indonesia harus dioptimalkan
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agar dapat berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Hal ini karena
optimalisasi sektor pariwisata akan memberikan efek domino berupa
peningkatan konsumsi terhadap sektor-sektor lain. Terutama, sektor 17
subsektor ekonomi kreatif yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Komitmen
dalam pengelolaan pariwisata bukan hanya dimiliki oleh pemerintah pusat,
tetapi juga pemerintah daerah, dinas, swasta, kampus, dan masyarakat lokal.
Di satu sisi, untuk mewujudkan pembangunan yang seimbang, maka tata
kelola sektor pariwisata harus berdasarkan pada prinsip-prinsip berkelanjutan.
Artinya, pengelolaan pariwisata harus disertai tanggung jawab sosial dan
lingkungan. Hal ini dapat dicapai dengan membangun model-model desa
wisata yang berorientasi pada praktek ekowisata dan bioekonomi sebagai
bagian dari paradigma ekonomi hijau.

Upaya untuk mengoptimalkan sektor pariwisata dapat dilakukan melalui
proses integrasi dengan kemajuan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi
(TIK) dalam pengelolaan desa wisata. Dalam hal ini, teknologi harus menjadi
instrumen penting dalam kegiatan pelayanan, pengembangan, promosi, dan
lain sebagainya yang terkait langsung dengan peningkatan kualitas pariwisata.
Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan terhadap para pelaku usaha
sektor pariwisata sangatlah diperlukan untuk mewujudkan pemberdayaan.
Lebih lanjut, fasilitas fisik atau infrastruktur pun harus ditingkatkan agar
memudahkan akses terhadap destinasi wisata. Hal ini pun tentu perlu ditopang
oleh kesediaan transportasi menuju lokasi wisata, homestay/hotel, restoran,
MICE, dan fasilitas pendukung lainnya yang memberikan kenyamanan dan
kemudahan. Infrastruktur dan sarana harus dipenuhi karena turut menjadi misi
regional dalam gerakan ASEAN Connectivity. Konektivitivitas bukan hanya
tentang jalan, tetapi juga hubungan diplomatik atau kemitraan yang dapat
dibangun untuk tata kelola sektor pariwisata berkelanjutan yang lebih baik.

14. Faktor Penyebab Akar Masalah Dalam Pengelolaan Pariwisata dan
Dampaknya terhadap Green Economy.

Pengembangan desa wisata di Indonesia masih belum optimal
disebabkan oleh beberapa faktor umum yang saling berkaitan. Pertama,
kapasitas sumber daya manusia di sektor ini masih terbatas, baik dalam hal
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keterampilan, pengetahuan, maupun pengalaman dalam mengelola dan
mempromosikan pariwisata desa. Kedua, tata kelola dan manajemen desa
wisata sering kali kurang efektif, yang mengakibatkan rendahnya kualitas
pelayanan dan pengelolaan destinasi wisata. Ketiga, tantangan lingkungan
juga memainkan peran penting, di mana aspek-aspek seperti keberlanjutan,
konservasi alam, dan penanganan limbah belum sepenuhnya diperhatikan.
Faktor-faktor ini secara kolektif menghambat perkembangan desa wisata yang
potensial, padahal sektor ini memiliki peluang besar untuk meningkatkan
ekonomi lokal dan melestarikan budaya serta alam setempat.

Pemerintah, melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi, menekankan pentingnya pengembangan desa
wisata yang memperhatikan pelestarian lingkungan. Pendekatan ini penting
untuk mempertahankan daya tarik wisatawan, yang pada gilirannya
berkontribusi terhadap keberlanjutan jangka panjang masyarakat desa wisata.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul
Halim Iskandar, menyatakan bahwa pengembangan desa wisata tidak
seharusnya hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga harus
memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan desa52. Selain
itu, Abdul Halim Iskandar juga menyoroti beberapa kelemahan lain, seperti
kurangnya narasi dan promosi desa wisata, yang merupakan elemen penting
untuk menarik minat wisatawan.

Senator asal DIY, Hilmy Muhammad, yang dikenal sebagai Gus Hilmy,
juga menyampaikan kritik serupa mengenai lambatnya pengembangan sektor
pariwisata. Ia menyoroti kualitas sumber daya manusia dalam kelompok sadar
wisata (Pokdarwis) yang dinilai kurang memadai53. Selain itu, Hilmy mencatat
bahwa atraksi, amenitas, dan aksesibilitas di sektor pariwisata belum
berkembang secara optimal. Sebagai contoh, akses internet di destinasi
wisata religius seperti Makam Imogiri dan Giriloyo di Bantul masih perlu
ditingkatkan.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, mengungkapkan
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potensi besar desa-desa wisata di Indonesia. Sandiaga bahkan memprediksi
peningkatan kunjungan wisatawan ke desa-desa wisata hingga 30 persen dari
wisatawan lokal pada tahun mendatang54. Hal ini wajar mengingat Indonesia
yang kaya akan keindahan panorama alam, situs sejarah yang sarat makna,
dan berbagai potensi wisata lainnya, terus mengembangkan sektor pariwisata
sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi pascapandemi. Selain itu,
pengembangan destinasi wisata, termasuk desa wisata, harus didasarkan
pada konsep keberlanjutan. Pengembangan ini tidak hanya berorientasi pada
aspek ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek ekologi untuk
memastikan keberlanjutan jangka panjang.

Aspek ekologi tersebut berhubungan dengan ancaman Over Tourism
pada Desa Wisata, yang merupakan situasi yang terjadi ketika jumlah
wisatawan melebihi kapasitas daya dukung yang dimiliki desa tersebut,
memberikan dampak negatif yang signifikan. Ancaman tersebut mencakup
kerusakan lingkungan karena tekanan besar terhadap sumber daya alam,
seperti ekosistem alami yang rusak dan penurunan kualitas air serta udara.
Selain itu, terjadi pula risiko kehilangan keaslian budaya karena adanya
komersialisasi budaya lokal yang mungkin diadopsi untuk memenuhi
ekspektasi wisatawan. Ketegangan sosial juga mungkin muncul, terutama jika
infrastruktur dan layanan publik tidak mampu menangani beban yang tinggi
dari jumlah wisatawan yang datang. Kehilangan kelestarian sumber daya
alam dan budaya juga menjadi ancaman serius, mengancam daya tarik utama
desa wisata.

Sebagai contoh, tekanan dari tourist gaze dapat membuat desa wisata
kesulitan dalam membangun narasi yang sesuai dengan keunikan masing-
masing. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa dari
24 kampung tematik di Kota Malang, Jawa Timur, hanya sedikit yang benar-
benar sukses dan berdampak signifikan pada peningkatan ekonomi
masyarakatnya.55 Kampung Warna-warni Jodipan adalah salah satunya yang
berhasil membangun narasi yang relevan dengan kondisi mereka, yaitu
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tentang "mengubah citra kumuh menjadi lingkungan estetik". Namun,
sebagian besar dari 23 kampung lainnya hanya meniru mentah-mentah narasi
tersebut tanpa memperhitungkan konteks lokal mereka.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan sebelumnya pada Poin 13,
terdapat beberapa akar permasalahan yang menyebabkan belum optimalnya
pengelolaan desa wisata berbasis green economy ini.
1. Pertama, Aspek Sumber Daya Manusia (SDM).

Meskipun telah ada upaya pengembangan SDM melalui digitalisasi dan
peningkatan kapasitas di desa wisata, akar permasalahan utama terletak
pada kurangnya kesiapan dan keterbatasan sumber daya lokal untuk
mengimplementasikan transformasi ini. Banyak desa wisata masih
menghadapi tantangan dalam mengakses teknologi digital, baik dari segi
infrastruktur maupun pengetahuan. Selain itu, pendampingan dan
pelatihan yang diberikan sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan
kebutuhan lokal, mengakibatkan kurangnya adaptasi dan penerapan
yang efektif di lapangan.

2. Akar Permasalahan Sarana dan Prasarana.
Meskipun ada investasi besar dalam pengembangan infrastruktur
pariwisata, ketimpangan dalam distribusi infrastruktur antara destinasi
wisata prioritas dan wilayah lainnya merupakan akar permasalahan.
Fokus pengembangan masih terkonsentrasi pada destinasi super-
prioritas, sementara banyak daerah dengan potensi wisata besar belum
mendapatkan perhatian yang memadai. Ini menyebabkan kesenjangan
aksesibilitas dan kenyamanan bagi wisatawan, sehingga menghambat
pertumbuhan pariwisata di wilayah yang belum berkembang.

3. Penyebab Terjadinya Tumpah Tindih Regulasi.
Tumpang tindih regulasi di sektor pariwisata disebabkan oleh kurangnya
koordinasi dan harmonisasi antara kebijakan pemerintah pusat dan
daerah. Setiap level pemerintahan sering kali memiliki agenda dan
prioritas yang berbeda, sehingga regulasi yang diterapkan tidak selalu
selaras dan bahkan bertentangan satu sama lain. Hal ini menciptakan
ketidakpastian hukum dan memperlambat implementasi kebijakan, serta
menghambat pengembangan pariwisata secara berkelanjutan.
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4. Akar Permasalahan Potensi Eksploitasi dan Kerusakan
Lingkungan.
Akar permasalahan dari potensi eksploitasi dan kerusakan lingkungan
dalam sektor pariwisata adalah kurangnya penerapan prinsip-prinsip
pariwisata berkelanjutan secara konsisten di seluruh destinasi wisata.
Meskipun ada inisiatif untuk mengembangkan pariwisata hijau, banyak
destinasi belum memiliki mekanisme pengelolaan yang efektif untuk
mencegah eksploitasi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan. Hal
ini diperburuk oleh kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat
serta pelaku industri dalam menerapkan praktik-praktik ramah
lingkungan.

5. Peran dan Dukungan Kelembagaan yang Belum Optimal.
Akar masalah dalam peran dan dukungan kelembagaan yang belum
optimal adalah lemahnya koordinasi dan kolaborasi antara berbagai
lembaga yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata. Banyak program
dan inisiatif yang tidak terintegrasi dengan baik, sehingga menyebabkan
tumpang tindih dan inefisiensi dalam pelaksanaan. Selain itu, dukungan
dari sektor swasta, NGO, dan akademisi sering kali tidak dimanfaatkan
secara maksimal, karena kurangnya platform kolaboratif yang efektif
untuk menyelaraskan berbagai kepentingan dan sumber daya.

6. Kurangnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat
Setempat.
Akar permasalahan dalam pemberdayaan dan kesejahteraan
masyarakat setempat adalah kurangnya pendekatan yang holistik dan
partisipatif dalam pengembangan desa wisata. Program yang ada sering
kali lebih berfokus pada peningkatan ekonomi tanpa mempertimbangkan
aspek keberlanjutan sosial dan lingkungan. Akibatnya, manfaat yang
diperoleh masyarakat dari pengembangan pariwisata tidak merata, dan
kesejahteraan jangka panjang mereka tidak terjamin.

7. Kolaborasi Lintas Sektoral yang Belum Optimal.
Akar permasalahan dalam kolaborasi lintas sektoral yang belum optimal
terletak pada silo mindset atau pola pikir yang terkotak-kotak antar
lembaga dan sektor. Meskipun ada kesadaran akan pentingnya kerja
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sama, banyak institusi masih cenderung bekerja secara terpisah, dengan
prioritas dan target yang tidak selalu selaras. Hal ini menghambat
terjadinya sinergi yang diperlukan untuk pengembangan pariwisata yang
terintegrasi dan berkelanjutan, serta memperlambat pencapaian tujuan
nasional dalam sektor ini.
Pengelolaan desa wisata dalam upaya mendukung green economy

dipengaruhi oleh beberapa faktor spesifik yang penting. Jumlah penduduk di
desa wisata memiliki dampak langsung pada kapasitas lingkungan dan
infrastruktur. Desa dengan penduduk yang lebih banyak akan memiliki lebih
banyak sumber daya manusia untuk mendukung pengelolaan pariwisata,
tetapi juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan
mengelola limbah. Sebaliknya, desa dengan penduduk yang lebih sedikit
mungkin lebih mudah mempertahankan keasrian lingkungan, tetapi
menghadapi kendala dalam hal sumber daya manusia dan ekonomi56.

Kemajuan ekonomi di desa wisata sangat penting untuk meningkatkan
kualitas hidup masyarakat lokal, memungkinkan investasi dalam infrastruktur
berkelanjutan, pelatihan sumber daya manusia, dan pengembangan fasilitas
wisata yang ramah lingkungan. Kemajuan teknologi juga memainkan peran
kunci, membantu desa wisata mengelola sumber daya alam secara efisien
melalui penggunaan teknologi hijau seperti energi terbarukan dan sistem
pengelolaan limbah yang canggih. Peraturan lingkungan yang ketat dan
penegakan hukum yang konsisten memastikan pengelolaan desa wisata
berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, termasuk perlindungan
ekosistem lokal dan pengelolaan limbah57.

Urbanisasi membawa infrastruktur yang lebih baik dan akses ke pasar
yang lebih luas, namun harus dikelola dengan baik untuk menghindari dampak
negatif terhadap lingkungan dan budaya lokal. Berdasarkan konsep
pemberdayaan, struktur industri yang mendukung pariwisata, seperti kerajinan
tangan dan kuliner lokal, dapat meningkatkan daya tarik wisatawan,
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sementara desa yang dekat dengan industri berat harus lebih waspada
terhadap dampak lingkungan58. Investasi asing langsung (Foreign Direct
Investment/FDI) dapat membawa modal dan teknologi untuk
mengembangkan infrastruktur pariwisata yang berkelanjutan, tetapi harus
tetap menghormati kepentingan lokal dan lingkungan setempat59. Dengan
mempertimbangkan semua faktor ini, desa wisata dapat dikelola secara efektif
untuk mendukung green economy, menjaga keseimbangan antara
perkembangan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Namun di sisi lain, belum optimalnya pengelolaan desa wisata di
Indonesia memiliki implikasi yang signifikan terhadap perwujudan green
economy, yang dapat dilihat dari berbagai perspektif. Pertama, dari perspektif
green economy, kerusakan lingkungan dan potensi bencana menjadi isu
serius60. Tanpa pengelolaan yang tepat, desa wisata dapat mengalami
degradasi lingkungan akibat over tourism dan praktik yang tidak berkelanjutan.
Misalnya, meningkatnya jumlah wisatawan tanpa batasan yang jelas dapat
merusak ekosistem lokal, menyebabkan erosi tanah, pencemaran air, dan
hilangnya biodiversitas. Selain itu, kurangnya perhatian terhadap pengelolaan
lingkungan dapat memperburuk dampak perubahan iklim, meningkatkan risiko
bencana alam seperti banjir dan longsor. Kerusakan lingkungan ini tidak hanya
mengancam kelestarian alam, tetapi juga mengurangi daya tarik wisata yang
menjadi sumber utama pendapatan desa.

Kedua, dari perspektif pemberdayaan masyarakat, komersialisasi
desa tanpa melibatkan dan memberdayakan masyarakat setempat dapat
menyebabkan penderitaan bagi penduduk lokal61. Ketika desa wisata
dikembangkan dengan fokus utama pada keuntungan ekonomi tanpa
partisipasi aktif masyarakat, penduduk lokal sering kali hanya menjadi
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penonton dalam proses tersebut. Mereka akan kehilangan akses ke sumber
daya alam yang sebelumnya mereka manfaatkan, dan identitas budaya
mereka dapat terancam oleh komersialisasi. Akibatnya, alih-alih memperoleh
manfaat dari pariwisata, masyarakat lokal justru menderita karena kehilangan
kendali atas tanah dan budaya mereka, serta tidak mendapatkan bagian yang
adil dari pendapatan pariwisata.

Ketiga, dari perspektif manajemen, peluang untuk memanfaatkan
energi baru terbarukan (EBT) di sektor pariwisata sering kali terlewatkan.
Desa wisata yang dikelola secara optimal dapat menjadi contoh penerapan
teknologi hijau, seperti panel surya untuk listrik atau pengelolaan limbah yang
efisien. Namun, kurangnya pengetahuan dan investasi dalam teknologi ini
berarti banyak desa wisata tidak memanfaatkan EBT, sehingga mereka tetap
bergantung pada sumber energi konvensional yang tidak ramah lingkungan62.
Hal ini tidak hanya meningkatkan jejak karbon desa wisata, tetapi juga
menghilangkan kesempatan untuk mengurangi biaya operasional dan
menciptakan model pariwisata berkelanjutan.

Keempat, dari perspektif pemberdayaan, pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat sering kali rendah akibat pengelolaan desa wisata
yang tidak optimal63. Ketika pariwisata tidak dikelola dengan baik, pendapatan
yang dihasilkan tidak merata dan sering kali hanya menguntungkan segelintir
pihak. Tanpa strategi yang jelas untuk mendistribusikan keuntungan
pariwisata kepada seluruh komunitas, banyak penduduk desa tetap hidup
dalam kemiskinan meskipun desa mereka menjadi tujuan wisata. Kurangnya
pelatihan dan kesempatan kerja di sektor pariwisata juga berarti masyarakat
lokal tidak mendapatkan manfaat maksimal dari keberadaan wisatawan.

Pada dasarnya, pengelolaan desa wisata di Indonesia memiliki potensi
besar untuk memberikan dampak positif terhadap perwujudan green
economy, yang mencakup berbagai manfaat yang dapat dirasakan dari
berbagai sudut pandang. Dari perspektif lingkungan, pengelolaan desa wisata
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secara berkelanjutan dapat membawa manfaat besar bagi pelestarian
lingkungan alam. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip konservasi dan
restorasi lingkungan, desa wisata dapat menjadi contoh praktik yang ramah
lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam. Misalnya, adopsi pertanian
organik dan energi terbarukan di desa wisata dapat mengurangi polusi dan
degradasi lingkungan. Pengelolaan yang bijaksana terhadap ekosistem alam
juga dapat membantu mempertahankan keanekaragaman hayati dan
melindungi habitat spesies-spesies yang terancam punah.

Selain itu, dari perspektif ekonomi, pengelolaan desa wisata dapat
menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan. Dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal dalam
industri pariwisata, desa wisata dapat menciptakan lapangan kerja baru dan
meningkatkan pendapatan rumah tangga. Pendapatan yang dihasilkan dari
pariwisata dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar, seperti
jalan, air bersih, dan sanitasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, melalui promosi
produk-produk lokal dan kerajinan tangan, desa wisata dapat membantu
memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan nilai tambah produk lokal.

Dari perspektif sosial, pengelolaan desa wisata dapat meningkatkan
kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan mengembangkan
program pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi penduduk lokal,
desa wisata dapat meningkatkan akses mereka terhadap pekerjaan yang
layak dan meningkatkan standar hidup mereka. Selain itu, desa wisata juga
dapat menjadi pusat kegiatan sosial dan budaya, mempromosikan pertukaran
budaya antar wisatawan dan penduduk lokal, serta memperkuat identitas dan
kebanggaan masyarakat terhadap warisan budaya mereka.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, pemetaan peluang
dan kendala menjadi penting untuk mendorong pembangunan pariwisata
desa wisata berbasis green economy yang lebih baik. Pertama, pada aspek
Strengths (Kekuatan), Pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat dalam
meningkatkan SDM di sektor pariwisata dengan fokus pada digitalisasi dan
peningkatan kapasitas, khususnya di desa wisata. Sinergi antara pusat,
daerah, dan lembaga eksternal seperti NGO, kampus, dan influencer
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mendukung pengembangan ini. Di sisi infrastruktur, kerja sama antara
Kemenparekraf, Kemen PUPR, dan Kemenhub dalam memperkuat akses,
sarana transportasi, dan fasilitas penginapan telah membuahkan hasil positif,
didukung oleh alokasi anggaran yang signifikan. Penetapan regulasi yang
mendukung pariwisata hijau dan berkelanjutan juga menjadi kekuatan,
menciptakan landasan kuat untuk menjaga kelestarian lingkungan sambil
mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Peran kelembagaan yang melibatkan
sektor swasta, NGO, LSM, dan akademisi menambah dukungan terhadap
pengembangan pariwisata, terutama dalam pengelolaan desa wisata.

Kedua, pada aspek, Weaknesses (Kelemahan), meskipun terdapat
inisiatif untuk meningkatkan SDM, implementasi di tingkat lokal masih kurang
optimal karena keterbatasan sumber daya dan pengetahuan di desa wisata.
Perbedaan harga tiket pesawat domestik dan internasional yang signifikan
menjadi hambatan bagi wisatawan dalam negeri, sementara distribusi
infrastruktur yang tidak merata menyebabkan ketimpangan antara destinasi
wisata utama dan daerah yang kurang berkembang. Tumpang tindih regulasi
dan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sering kali
menyebabkan ketidakefisienan, menghambat efektivitas program yang
dirancang. Selain itu, pemberdayaan masyarakat desa wisata belum
memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan, dengan
banyak desa masih kesulitan mengimplementasikan prinsip ekonomi hijau
secara efektif. Kolaborasi lintas sektoral yang belum optimal juga mengurangi
efektivitas program pariwisata berkelanjutan.

Ketiga, pada aspek, Opportunities (Peluang), transformasi digital di
desa wisata memberikan peluang besar untuk meningkatkan daya tarik dan
aksesibilitas bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Peningkatan
aksesibilitas dan fasilitas di destinasi wisata prioritas dan super-prioritas,
ditambah dengan potensi subsidi harga tiket pesawat, dapat menarik lebih
banyak wisatawan. Pengembangan pariwisata hijau menawarkan potensi
untuk menarik segmen wisatawan yang peduli lingkungan, meningkatkan
kontribusi pariwisata terhadap PDB nasional. Dukungan sektor swasta dan
NGO/LSM melalui kemitraan dapat membuka peluang baru dalam pendanaan
dan pengembangan desa wisata, sementara kolaborasi lintas sektoral yang
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lebih erat bisa mempercepat pengembangan pariwisata dan memperkuat
ekosistem investasi di Indonesia.

Keempat, pada aspek, Threats (Ancaman), perkembangan teknologi
yang pesat bisa menjadi tantangan bagi desa wisata yang belum siap dari
segi infrastruktur dan pengetahuan digital. Ketergantungan pada anggaran
pemerintah dan birokrasi yang lambat dapat menghambat pembangunan
infrastruktur yang dibutuhkan, sementara ketidakselarasan regulasi antara
pusat dan daerah berpotensi menurunkan efektivitas program pengembangan
pariwisata. Risiko eksploitasi sumber daya alam tanpa pengelolaan yang baik
dapat merusak lingkungan, mengurangi daya tarik destinasi wisata, dan
memperburuk dampak perubahan iklim. Jika kolaborasi lintas sektoral tidak
berjalan dengan baik, risiko tumpang tindih kebijakan dan inisiatif bisa semakin
besar, menghambat upaya pengembangan pariwisata nasional.

Secara keseluruhan, pengelolaan desa wisata dengan pendekatan
berkelanjutan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perwujudan
green economy di Indonesia. Dengan menjaga keseimbangan antara
perlindungan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan pemberdayaan
masyarakat, desa wisata dapat menjadi motor penggerak untuk pembangunan
yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan demikian, manfaat dari pengelolaan
desa wisata tidak hanya dirasakan oleh masyarakat lokal dan industri
pariwisata, tetapi juga oleh lingkungan alam secara keseluruhan.

15. Strategi Mengoptimalkan Pengelolaan Pariwisata Guna Mendukung
Green economy.

Kolaborasi dan sinergi sangat penting dalam mengoptimalkan
pengelolaan desa wisata di Indonesia karena pengembangan desa wisata
merupakan upaya multifaset yang membutuhkan keterlibatan dan kontribusi
dari berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah, sektor swasta, komunitas
lokal, dan masyarakat setempat semuanya memiliki peran unik yang saling
melengkapi dalam upaya ini. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun
daerah, dapat memberikan kerangka regulasi, infrastruktur dasar, dan
kebijakan pendukung yang mendorong pengembangan desa wisata. Sektor
swasta, termasuk investor dan operator pariwisata, membawa modal finansial,
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keahlian dalam manajemen wisata, serta jaringan pemasaran yang luas yang
dapat meningkatkan daya tarik dan aksesibilitas desa wisata.

Sinergi antara berbagai pihak memungkinkan adanya pembagian
tanggung jawab yang jelas, meminimalkan tumpang tindih, dan memastikan
bahwa setiap aspek dari pengembangan desa wisata mendapat perhatian
yang cukup. Misalnya, pemerintah dapat fokus pada penyediaan infrastruktur
seperti jalan, listrik, dan sanitasi, sementara sektor swasta dapat menangani
investasi dalam fasilitas wisata dan pemasaran. Komunitas lokal dapat
mengelola atraksi wisata dan kegiatan budaya, sementara LSM dan akademisi
dapat berkontribusi melalui pelatihan, penelitian, dan pemberdayaan
masyarakat. Selain itu, kolaborasi ini juga memungkinkan adanya aliran
informasi dan pengetahuan yang lebih baik antara pihak-pihak yang terlibat.
Misalnya, pelaku usaha pariwisata dapat memberikan masukan mengenai
preferensi dan kebutuhan wisatawan, yang dapat digunakan oleh komunitas
lokal untuk menyesuaikan produk wisata mereka. Di sisi lain, pemerintah
dapat memberikan data dan statistik yang berguna bagi perencanaan strategis
oleh sektor swasta.

Dengan bekerja bersama, berbagai tantangan seperti keterbatasan
infrastruktur, promosi yang kurang efektif, dan minimnya akses terhadap
sumber daya finansial dan pendidikan dapat diatasi secara lebih efisien.
Sinergi ini juga dapat mendorong inovasi dalam pengelolaan desa wisata,
seperti pengembangan ekowisata yang ramah lingkungan, wisata berbasis
komunitas, dan pemanfaatan teknologi digital untuk promosi dan reservasi.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pengelolaan desa wisata di
Indonesia, diperlukan sinergi dan kolaborasi yang melibatkan pemerintah,
sektor swasta, komunitas lokal, dan masyarakat setempat dalam sebuah
kemitraan yang saling menguntungkan. Pemerintah dapat menyediakan
infrastruktur dasar, seperti jalan, listrik, dan sanitasi, serta kebijakan dan
regulasi yang mendukung pengembangan pariwisata. Sektor swasta,
termasuk investor dan operator pariwisata, dapat berkontribusi dengan
investasi finansial, keahlian dalam manajemen wisata, dan jaringan
pemasaran yang luas untuk meningkatkan daya tarik dan aksesibilitas desa
wisata. Komunitas lokal dan masyarakat setempat, yang memiliki
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pengetahuan mendalam tentang budaya dan tradisi lokal, harus dilibatkan
secara aktif untuk memastikan pengembangan desa wisata yang autentik dan
berkelanjutan. Selain itu, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi
dapat berperan dalam memberikan pelatihan, penelitian, dan pemberdayaan
masyarakat. Sinergi ini harus mencakup pembagian tanggung jawab yang
jelas, aliran informasi yang baik, dan kerjasama dalam perencanaan strategis
untuk mengatasi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, promosi yang
kurang efektif, dan minimnya akses terhadap sumber daya finansial dan
pendidikan. Dengan pendekatan yang terpadu dan inklusif ini, desa wisata di
Indonesia dapat berkembang menjadi destinasi yang menarik, kompetitif, dan
memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal serta ekonomi
nasional.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan desa wisata di Indonesia, diperlukan
sinergi dan kolaborasi yang mencerminkan konsep pemberdayaan
sebagaimana dijelaskan oleh Maani (2011)64. Pemberdayaan ini menekankan
otonomi pengambilan keputusan oleh kelompok masyarakat lokal,
berdasarkan sumber daya, partisipasi, demokrasi, dan pengalaman langsung.
Dalam konteks ini, pemerintah, sektor swasta, komunitas lokal, dan
masyarakat setempat harus berkolaborasi dengan cara yang tidak hanya
memperkuat ekonomi lokal tetapi juga memberikan kekuatan politik dan daya
tawar yang lebih besar bagi masyarakat. Pemerintah bisa menyediakan
infrastruktur dasar dan regulasi pendukung, sementara sektor swasta dapat
berinvestasi dan membawa keahlian dalam manajemen dan pemasaran
pariwisata. Komunitas lokal dan masyarakat setempat perlu terlibat aktif dalam
pengambilan keputusan dan pengelolaan desa wisata, memastikan bahwa
pengembangan ini sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka, serta
menjaga keaslian dan keberlanjutan budaya dan lingkungan lokal. LSM dan
akademisi dapat berkontribusi melalui pelatihan, penelitian, dan
pemberdayaan masyarakat, mendukung proses belajar dari pengalaman
langsung. Dengan demikian, pemberdayaan di sini mencakup aspek ekonomi
dan politik, memungkinkan masyarakat lokal untuk memiliki pengaruh yang
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lebih besar dalam menentukan arah pembangunan desa wisata mereka, serta
berpartisipasi dalam interaksi nasional dan internasional. Sinergi antara
pendekatan top-down dari pemerintah dan sektor swasta dengan pendekatan
bottom-up dari komunitas lokal menciptakan strategi pertumbuhan yang
berpusat pada masyarakat, menjadikan desa wisata lebih kompetitif dan
berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal ini, terdapat berbagai strategi, solusi, dan upaya
yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam upaya
mengoptimalkan pengelolaan desa wisata di Indonesia. Pertama, aspek
Sumber Daya Manusia (SDM). Mengatasi permasalahan terkait aspek
sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan desa wisata di Indonesia,
terutama dalam hal kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi
informasi (TI), dan keterampilan manajerial, memerlukan pendekatan holistik
dan kolaboratif. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
dapat meluncurkan program pelatihan terpadu yang berfokus pada
peningkatan kemampuan berbahasa Inggris, literasi TI, dan keterampilan
manajerial bagi masyarakat lokal. Pelatihan ini bisa diselenggarakan melalui
kerja sama dengan universitas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan
sektor swasta, yang memiliki keahlian dan sumber daya yang diperlukan.

Program pelatihan tersebut bisa melibatkan modul interaktif, kursus
online, dan workshop langsung yang dirancang untuk memudahkan transfer
pengetahuan dan keterampilan praktis kepada peserta. Misalnya, kursus
bahasa Inggris yang berfokus pada situasi sehari-hari dan kebutuhan
pariwisata, pelatihan TI yang mencakup penggunaan media sosial dan
platform e-commerce untuk promosi desa wisata, serta pelatihan manajerial
yang meliputi pengelolaan keuangan, pemasaran, dan pelayanan pelanggan.
Dengan dukungan dari perusahaan teknologi dan institusi pendidikan,
program ini dapat menyediakan akses ke perangkat teknologi dan sumber
belajar yang relevan.

Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan kapasitas SDM lokal,
sehingga mereka dapat berkontribusi secara efektif dalam pengelolaan desa
wisata, meningkatkan daya saing desa wisata di pasar global, serta
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mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pentingnya program ini terletak pada
upaya pemberdayaan masyarakat lokal, meningkatkan otonomi mereka dalam
pengambilan keputusan, dan memastikan bahwa mereka memiliki
keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dan
memanfaatkan peluang di sektor pariwisata65.

Ditinjau dari Konsep Pemberdayaan oleh Maani (2011), program ini tidak
hanya meningkatkan aspek ekonomi tetapi juga aspek politik dan sosial,
memberikan masyarakat lokal daya tawar yang lebih kuat di tingkat nasional
dan internasional66. Dengan sinergi antara pendekatan top-down dari
pemerintah dan bottom-up dari komunitas lokal, inisiatif ini menciptakan
strategi pertumbuhan yang berpusat pada masyarakat, menjadikan
pengelolaan desa wisata lebih berkelanjutan dan inklusif.

Kedua, mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana di desa wisata
memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai pemangku
kepentingan, termasuk kementerian, lembaga, dan komunitas lokal.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama
dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
memainkan peran kunci dalam merancang dan melaksanakan program
pembangunan infrastruktur. Mereka dapat mengimplementasikan proyek-
proyek pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, serta fasilitas umum
lainnya yang mendukung aksesibilitas ke desa wisata6768.

Kemendes PDTT dapat memanfaatkan dana desa untuk membangun
fasilitas penting seperti pusat informasi wisata, toilet umum yang bersih, dan
tempat parkir yang memadai. Selain itu, mereka juga bisa mengadakan
pelatihan bagi masyarakat setempat untuk meningkatkan kemampuan mereka
dalam merawat dan mengelola infrastruktur tersebut. Pelatihan ini penting
untuk memastikan bahwa infrastruktur yang sudah dibangun dapat berfungsi
dengan baik dan berkelanjutan.

https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/_edukatif_dan_kreatif_mucila
https://en.vietnamplus.vn/2024-indonesian-tourism-village-award-launched-post282909.vnp
https://en.vietnamplus.vn/2024-indonesian-tourism-village-award-launched-post282909.vnp
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Untuk meningkatkan aksesibilitas, kerjasama dengan pemerintah daerah
dan sektor swasta sangat penting. Misalnya, membangun kemitraan dengan
perusahaan transportasi lokal untuk menyediakan layanan transportasi yang
terjangkau dan teratur ke desa wisata. Peningkatan jaringan internet di desa
wisata juga krusial untuk menarik wisatawan digital dan mempromosikan
destinasi tersebut secara lebih luas.

Perawatan infrastruktur dapat dilakukan melalui program gotong royong
yang melibatkan masyarakat desa. Ini tidak hanya memastikan infrastruktur
tetap dalam kondisi baik, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung
jawab masyarakat terhadap fasilitas tersebut. Selain itu, penggunaan
teknologi seperti aplikasi pelaporan kerusakan infrastruktur dapat membantu
pemerintah desa dan pengelola wisata untuk segera menangani masalah
yang muncul.

Tujuan dari solusi-solusi ini, selaras dengan teori Pemberdayaan adalah
untuk meningkatkan daya tarik desa wisata, meningkatkan kunjungan
wisatawan, dan pada akhirnya mendorong perekonomian lokal. Pentingnya
perbaikan sarana dan prasarana tidak hanya terletak pada peningkatan jumlah
wisatawan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat
dan pelestarian budaya serta lingkungan desa wisata. Melalui pendekatan
terpadu dan kolaboratif, diharapkan desa wisata di Indonesia dapat
berkembang dengan pesat dan berkelanjutan.

Ketiga, aspek regulasi. Mengatasi tumpang tindih regulasi dalam
pengelolaan desa wisata membutuhkan pendekatan yang melibatkan
koordinasi antara berbagai kementerian dan lembaga terkait. Salah satu solusi
yang dapat diimplementasikan adalah melalui pembentukan satuan tugas
lintas kementerian yang dipimpin oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif (Kemenparekraf). Satuan tugas ini dapat bekerja sama dengan
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), serta Kementerian
Hukum dan HAM untuk meninjau dan menyelaraskan regulasi yang ada.

Kemenparekraf dapat memfasilitasi pertemuan rutin antara para
pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi tumpang
tindih regulasi yang menghambat pengembangan desa wisata. Mereka juga
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dapat melakukan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari
masyarakat desa dan pelaku industri pariwisata. Langkah-langkah ini bisa
dimulai dengan penyusunan draf peraturan bersama yang mengintegrasikan
berbagai aspek regulasi menjadi satu kesatuan yang lebih harmonis dan
mudah dipahami oleh semua pihak.

Kemendagri berperan dalam memastikan regulasi yang diterapkan di
tingkat lokal selaras dengan kebijakan nasional. Mereka dapat memberikan
pedoman kepada pemerintah daerah untuk menyusun peraturan daerah yang
mendukung pengelolaan desa wisata tanpa bertentangan dengan peraturan
di tingkat pusat. Selain itu, Kemendes PDTT dapat berkontribusi dengan
menyediakan panduan teknis mengenai penggunaan dana desa yang sesuai
dengan regulasi terbaru untuk pengembangan pariwisata.

Tujuan utama dari upaya ini, selaras dengan value teori Green Economy,
yakni menciptakan kerangka regulasi yang jelas dan koheren untuk
mendukung pengelolaan desa wisata hijau secara efektif. Pentingnya langkah
ini terletak pada peningkatan efisiensi dan efektivitas program pembangunan
desa wisata, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing dan
kesejahteraan masyarakat desa. Dengan regulasi yang lebih sederhana dan
terintegrasi, proses perizinan dan implementasi program akan menjadi lebih
cepat dan tidak berbelit-belit, sehingga dapat menarik lebih banyak investasi
dan kunjungan wisatawan. Melalui kolaborasi dan sinergi antar kementerian
dan lembaga, serta dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa,
diharapkan pengelolaan desa wisata dapat berjalan lebih lancar dan
memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.

Keempat, masalah eksploitasi dan kerusakan lingkungan. Untuk
mengatasi potensi eksploitasi dan kerusakan lingkungan dalam pengelolaan
desa wisata, pendekatan berbasis masyarakat atau Community-Based
Tourism (CBT) menonjol sebagai strategi yang efektif. Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif Indonesia, bersama dengan lembaga-lembaga lokal,
memainkan peran kunci dalam penerapan dan pengawasan praktik ini.
Pendekatan ini menekankan keterlibatan aktif komunitas lokal dalam
pengelolaan dan keputusan terkait pariwisata, memastikan bahwa manfaat
dari aktivitas pariwisata didistribusikan secara adil dan berkelanjutan69.
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Strategi ini bertujuan untuk mengembangkan kapasitas lokal melalui
pelatihan dan pendidikan, mempromosikan kegiatan ekonomi yang
berkelanjutan, dan melindungi serta melestarikan sumber daya alam dan
budaya. Dengan demikian, desa wisata tidak hanya menjadi tempat yang
menarik bagi wisatawan tetapi juga tempat yang memperkuat daya tahan dan
kesejahteraan komunitas lokal70.

Selain itu, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
digalakkan untuk meningkatkan visibilitas dan pemasaran desa wisata,
memudahkan pengelolaan sumber daya dan memonitor dampak lingkungan
secara real-time. Penggunaan TIK ini sejalan dengan konsep "leapfrogging"
dan "flight of the flamingos", yang merupakan strategi untuk melompati
tahapan tradisional pembangunan pariwisata dengan penerapan solusi
inovatif yang mempercepat pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan71.

Pentingnya pendekatan ini terletak pada kemampuannya untuk
mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi di daerah pedesaan, melindungi
lingkungan, dan memastikan bahwa pariwisata berkembang sebagai alat
pemajuan masyarakat dan pelestarian budaya. Dengan demikian, desa wisata
bukan hanya menjadi tujuan yang menarik bagi pengunjung tetapi juga
menjadi model pembangunan berkelanjutan yang bisa direplikasi di daerah
lain.

Kelima, peran dan dukungan kelembagaan. Untuk mengatasi peran
dan dukungan kelembagaan yang belum optimal dalam pengelolaan desa
wisata, pendekatan yang efektif adalah memperkuat koordinasi dan kolaborasi
antar lembaga. Kementerian Pariwisata dan Lembaga Pemerintah Daerah
dapat berperan aktif dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang
mendukung pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan. Ini meliputi
peningkatan kapasitas institusi desa melalui pelatihan, pemberian sumber
daya, dan pembuatan kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan lokal.

Tujuannya, berdasarkan teori Green Economy, adalah untuk
menciptakan kerangka kerja yang mendukung pengelolaan desa wisata yang
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efektif, yang tidak hanya memajukan kepentingan ekonomi lokal tetapi juga
memelihara dan melestarikan lingkungan. Pentingnya pendekatan ini terletak
pada kemampuan untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata
berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan
masyarakat lokal sambil menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan
budaya 

Keenam, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Untuk meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat setempat
dalam pengelolaan desa wisata, peran aktif dari masyarakat lokal dalam
mengelola dan mengambil keputusan terkait kegiatan pariwisata sangat
penting. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bersama dengan
pemerintah daerah, dapat memainkan peran kunci dalam mendorong
penerapan prinsip Community-Based Tourism (CBT). Inisiatif ini melibatkan
masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pembagian manfaat dari
kegiatan pariwisata, yang tidak hanya memperkuat kesejahteraan ekonomi
mereka tetapi juga membantu dalam pelestarian budaya dan sumber daya
alam lokal72.

Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah mengintegrasikan
teknologi informasi dalam promosi dan pengelolaan destinasi wisata desa
untuk meningkatkan keterlibatan dan manfaat bagi masyarakat lokal. Program
pelatihan dan kapasitas yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
masyarakat lokal dalam entrepreneurship dan manajemen pariwisata juga
sangat penting untuk memastikan mereka bisa mendapatkan keuntungan
yang maksimal dari industri ini73.

Tujuan dari semua upaya ini adalah untuk menciptakan model pariwisata
yang berkelanjutan dan inklusif, yang menguntungkan baik bagi wisatawan
maupun masyarakat lokal, berdasarkan prinsip-prinsip teori Pemberdayaan.
Hal ini tidak hanya penting untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat
setempat tetapi juga penting dalam konteks pelestarian lingkungan dan
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keberlanjutan sosial jangka panjang.
Ketujuh, kolaborasi lintas sektoral. Mengatasi kurangnya kolaborasi

lintas sektoral dalam pengelolaan desa wisata, terutama dalam hal adopsi
teknologi, link and match, dan transfer pengetahuan, memerlukan pendekatan
yang terintegrasi dan mendukung dari berbagai kementerian dan lembaga.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama dengan Kementerian
Komunikasi dan Informatika dapat memainkan peran penting dalam
mengarahkan dan memfasilitasi inisiatif kolaborasi ini. Pendekatan yang bisa
diterapkan meliputi pengembangan platform digital untuk meningkatkan
visibilitas dan aksesibilitas desa wisata, serta memfasilitasi pertukaran
pengetahuan antar berbagai pemangku kepentingan melalui workshop,
seminar, dan pelatihan yang terfokus pada pengembangan kapasitas dan
inovasi digital74.

Sesuai dengan teori Manajemen, tujuan utama dari usaha ini adalah
untuk menciptakan ekosistem inovasi yang inklusif dan berkelanjutan, yang
tidak hanya mempromosikan adopsi teknologi di sektor pariwisata, tetapi juga
memperkuat kerjasama antar sektor untuk mendukung pembangunan
ekonomi lokal yang lebih luas. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa
desa wisata tidak hanya dapat bertahan dalam menghadapi perubahan pasar,
tetapi juga mampu tumbuh dan berkembang, meningkatkan kesejahteraan
masyarakat lokal melalui peningkatan pendapatan dan pelestarian budaya
serta lingkungan.

Tidak hanya sampai di situ, mengatasi berbagai permasalahan dalam
pengelolaan desa wisata memerlukan pendekatan terintegrasi yang
menyesuaikan dengan faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan,
dan hukum, yang sering disebut sebagai analisis PESTEL.

Dari sisi politik, pemerintah pusat dan daerah harus lebih aktif dalam
membangun sinergi yang lebih kuat dan efektif. Peningkatan regulasi yang
mendukung investasi berkelanjutan dan promosi desa wisata yang efektif
adalah kunci untuk menarik lebih banyak dukungan dan partisipasi dari
berbagai pihak. Hal ini dapat dicapai melalui kampanye advokasi yang lebih

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ee2a2c2f-en/index.html?itemId=/content/component/ee2a2c2f-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ee2a2c2f-en/index.html?itemId=/content/component/ee2a2c2f-en
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luas dan integrasi kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan dan
kearifan lokal.

Secara ekonomi, pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan
produk dan layanan yang berkelanjutan merupakan langkah penting. Hal ini
termasuk menciptakan pasar yang lebih luas untuk produk lokal dan
memperkenalkan pelatihan serta pendidikan untuk meningkatkan
keterampilan masyarakat lokal. Kemitraan strategis dengan sektor swasta
juga perlu ditingkatkan untuk membawa investasi dan inovasi yang dapat
membantu mengembangkan infrastruktur dan layanan yang lebih baik.

Aspek sosial juga sangat penting dalam pengelolaan desa wisata.
Pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat lokal tentang pentingnya
pariwisata dan pelestarian sumber daya merupakan langkah dasar. Integrasi
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan manajemen desa
wisata akan memperkuat kepemilikan lokal dan berkontribusi pada
pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan adil.

Dalam hal teknologi, adopsi solusi digital dan teknologi ramah lingkungan
dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menarik wisatawan yang lebih
sadar lingkungan. Penggunaan platform digital untuk promosi dan
pengelolaan desa wisata dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan
pengalaman pengunjung, sementara energi terbarukan dan teknologi hijau
dapat mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas pariwisata.

Mengenai lingkungan, desa wisata harus menerapkan praktik yang
berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
Program konservasi, pendidikan lingkungan bagi pengunjung dan masyarakat
lokal, serta implementasi kebijakan yang mendukung keberlanjutan
lingkungan adalah vital untuk menjaga keseimbangan antara pengembangan
pariwisata dan pelestarian sumber daya alam.

Akhirnya, dari sisi legal, penegakan regulasi yang kuat sangat
dibutuhkan untuk melindungi hak-hak masyarakat lokal dan memastikan
bahwa semua aktivitas pariwisata berjalan sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan. Regulasi yang melindungi area sensitif dan kearifan lokal harus
diprioritaskan untuk menghindari eksploitasi yang tidak berkelanjutan.

Dengan pendekatan yang terkoordinasi dan kolaboratif, mengatasi
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masalah-masalah dalam pengelolaan desa wisata dapat memberikan manfaat
jangka panjang bagi masyarakat lokal, pengunjung, serta lingkungan, dan
membantu desa wisata tersebut berkembang menjadi destinasi yang
berkelanjutan dan menarik.

Lebih lanjut, mengintegrasikan teori manajemen Max Weber dalam
mengatasi masalah pengelolaan desa wisata dapat memberikan kerangka
kerja yang kuat untuk memastikan pengelolaan yang lebih efektif dan
berkelanjutan. Di bawah model Weber, perencanaan yang baik membutuhkan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk memimpin dalam
menyusun strategi yang jelas dan terdefinisi dengan baik yang
mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, potensi ekonomi, dan
pelestarian budaya. Melalui perencanaan yang matang, kebijakan dan
program yang dirancang dapat mendukung visi jangka panjang
pengembangan desa wisata secara holistik75.

Dalam tahap pengorganisasian, penting bagi Kementerian Pariwisata
untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan komunitas lokal untuk
membentuk tim yang akan mengelola operasional desa wisata. Struktur ini
harus membagi tugas dan menentukan tanggung jawab dengan jelas untuk
setiap tim atau unit, dari pemasaran hingga pengelolaan sumber daya alam,
sehingga memfasilitasi koordinasi yang lebih baik dan pemanfaatan sumber
daya yang lebih efisien. Selanjutnya, dalam fase implementasi, koordinasi
yang efektif antara berbagai entitas yang terlibat sangat vital. Pelaksanaan
kegiatan sehari-hari dan proyek-proyek pengembangan harus dijalankan
dengan disiplin dan pengelolaan yang ketat, memastikan bahwa setiap
elemen dari rencana yang telah disusun dapat berhasil secara optimal.

Akhirnya, tahap pengawasan menjadi kunci untuk mengukur kesuksesan
dan melakukan penyesuaian bila perlu. Kementerian harus memastikan ada
mekanisme evaluasi yang efektif untuk memonitor semua aspek operasional
desa wisata. Ini meliputi keuangan, operasional, sosial, dan lingkungan.
Sistem pengawasan harus dirancang untuk tidak hanya mengidentifikasi
deviasi atau kekurangan tetapi juga untuk merayakan keberhasilan dan
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menemukan peluang untuk peningkatan berkelanjutan. Melalui penerapan
prinsip manajemen klasik ini, pengelolaan desa wisata tidak hanya akan lebih
terstruktur dan efisien tetapi juga lebih mampu beradaptasi dan bertahan
dalam menghadapi tantangan, sambil tetap mempertahankan komitmen
terhadap pelestarian budaya dan lingkungan.

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, dalam upaya
mengoptimalkan pengelolaan desa wisata di Indonesia, koordinasi dan
kolaborasi antar-kementerian dan lembaga terkait memainkan peran vital.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah
meluncurkan berbagai inisiatif seperti Anugerah Desa Wisata Indonesia dan
Indonesian Tourism Village Award, yang tidak hanya bertujuan untuk
memberikan pengakuan tetapi juga untuk merangsang pertumbuhan ekonomi
melalui pariwisata. Upaya ini mendukung desa-desa dalam mempromosikan
dan mengembangkan atraksi wisata unik yang berakar pada budaya dan
kearifan lokal.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Kemendes PDTT) fokus pada peningkatan infrastruktur dasar yang
mendukung aksesibilitas dan keberlanjutan operasional desa wisata,
sementara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK)
memastikan bahwa praktik-praktik berkelanjutan diterapkan untuk melindungi
lingkungan alami yang sering menjadi daya tarik utama desa wisata.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan dukungan fiskal yang
memungkinkan untuk investasi dalam infrastruktur dan insentif untuk pelaku
usaha di desa wisata, sedangkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
bekerja untuk memperbaiki konektivitas yang memudahkan akses ke desa-
desa wisata, yang sangat penting untuk meningkatkan jumlah kunjungan
wisatawan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR)
berperan dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur seperti jalan
dan fasilitas umum, dan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM)
mendukung pengembangan ekonomi kreatif di desa wisata dengan membantu
UMKM lokal mengembangkan dan memasarkan produk mereka.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bertanggung jawab untuk meninjau
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dan mengesahkan peraturan yang mendukung pengembangan desa wisata,
memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi mendukung pertumbuhan
pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi ini, diharapkan
desa-desa wisata di Indonesia dapat berkembang menjadi destinasi yang
menarik bagi wisatawan baik lokal maupun internasional, sekaligus
memperkuat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal secara
berkelanjutan.

Tidak hanya sampai di situ, dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan
desa wisata, peran kalangan akademisi, pakar, perguruan tinggi, sektor
swasta, perusahaan, korporasi, serta media massa sangat penting dan saling
terintegrasi untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Kalangan
akademisi dan perguruan tinggi memiliki peran krusial dalam riset dan
pengembangan. Mereka menyediakan data dan analisis yang mendalam
mengenai tren pariwisata, keberlanjutan lingkungan, dan dinamika sosial
ekonomi desa. Penelitian yang dilakukan bisa membantu desa-desa wisata
menentukan strategi yang tepat untuk mengembangkan potensi mereka.
Selain itu, perguruan tinggi sering kali menjadi konsultan dalam merumuskan
dan menerapkan program pengembangan kapasitas masyarakat lokal,
sehingga meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang mendukung
industri pariwisata.

Sektor swasta, termasuk perusahaan dan korporasi, berperan dalam
investasi dan pengelolaan operasional yang efektif. Mereka tidak hanya
membawa modal yang dibutuhkan untuk infrastruktur dan layanan pariwisata,
tetapi juga pengalaman dan jaringan pemasaran yang luas yang dapat
meningkatkan visibilitas desa wisata. Kerjasama antara desa wisata dengan
hotel, restoran, dan bisnis travel dapat membuka akses pasar yang lebih luas
dan memperkuat daya tarik desa wisata sebagai destinasi yang menarik.

Media massa memiliki peran penting dalam promosi dan pengenalan
desa wisata kepada publik luas. Melalui pemberitaan yang efektif, media dapat
meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat untuk mengunjungi desa-
desa wisata, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kunjungan dan
pendapatan lokal. Media juga berperan dalam membangun citra positif dan
menceritakan kisah-kisah sukses dari desa wisata yang telah berhasil
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mengimplementasikan praktek-praktek pariwisata berkelanjutan. Kolaborasi
antara semua pihak ini tidak hanya memperkuat pengelolaan desa wisata,
tetapi juga memastikan bahwa pengembangan pariwisata dilakukan secara
inklusif dan berkelanjutan, yang menguntungkan baik bagi pengunjung
maupun masyarakat lokal.

Berangkat dari paparan di atas, mengoptimalkan pengelolaan pariwisata
guna mendukung ekonomi hijau berperan penting dalam mewujudkan green
economy yang melibatkan berbagai aspek mulai dari perlindungan lingkungan
hidup, pemberdayaan masyarakat secara partisipatif, hingga kesejahteraan
yang merata. Perlindungan lingkungan dalam konteks pariwisata
berkelanjutan melibatkan pengelolaan yang bertanggung jawab terhadap
sumber daya alam. Ini termasuk mengurangi emisi, mengelola limbah dengan
efektif, dan menjaga kelestarian flora dan fauna lokal. Standar dan sertifikasi
hijau untuk akomodasi dan transportasi, seperti yang diimplementasikan di
Perancis dan Austria, membantu menetapkan praktik terbaik yang harus diikuti
oleh industri pariwisata guna meminimalkan dampak negatif terhadap
lingkungan .

Pemberdayaan masyarakat secara partisipatif memastikan bahwa
penduduk lokal terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan yang
berkaitan dengan pengembangan pariwisata di area mereka. Pendekatan ini
tidak hanya meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab lingkungan di
kalangan komunitas lokal, tetapi juga memungkinkan mereka untuk
memperoleh manfaat ekonomi dari pariwisata. Misalnya, melalui pelatihan
dan sumber daya yang memadai, masyarakat dapat mengembangkan produk
atau layanan yang berkelanjutan yang memanfaatkan sumber daya lokal
tanpa merusaknya.

Kesejahteraan yang merata melalui pariwisata hijau mencakup distribusi
keuntungan yang adil dari pariwisata ke seluruh masyarakat. Ini melibatkan
memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari pariwisata
tidak hanya terbatas pada pemilik bisnis besar, tetapi juga merambah ke
sektor yang lebih luas termasuk pekerja dan komunitas kecil. Integrasi rantai
pasok lokal dalam operasi pariwisata membantu menjaga uang tetap dalam
ekonomi lokal dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
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BAB IV
PENUTUP

16. Simpulan
a. Optimalisasi pengelolaan pariwisata sangat penting untuk mendukung
green economy di Indonesia, karena potensi pariwisata yang besar belum
maksimal berkontribusi terhadap PDB nasional. Meskipun Indonesia memiliki
kekayaan alam dan budaya yang melimpah, jumlah desa wisata masih relatif
kecil, sehingga perlu peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
Optimalisasi ini tidak hanya diharapkan dapat meningkatkan devisa negara,
tetapi juga mendorong Indonesia keluar dari middle income trap. Pengelolaan
pariwisata yang baik, terutama di desa wisata, harus melibatkan branding
yang efektif dan dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah pusat,
daerah, swasta, dan NGO. Selain itu, pengembangan pariwisata berbasis
ekonomi hijau yang menekankan pada tanggung jawab sosial dan lingkungan
harus menjadi prioritas untuk mencapai pariwisata berkelanjutan yang dapat
memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan secara simultan.

Kondisi pengelolaan pariwisata di Indonesia saat ini menunjukkan
kemajuan signifikan dalam mendukung ekonomi hijau, terbukti dengan
meningkatnya jumlah desa wisata. Pemerintah telah menyusun RIDPN dan
menerapkan kebijakan seperti “Roadmap Blue, Green, and Circular Economy
(BGCE)” serta memperkuat infrastruktur, regulasi, dan anggaran untuk
pariwisata berkelanjutan. Tantangan utama masih berupa keterbatasan
anggaran desa wisata dan perlunya integrasi konsep wisata yang
komprehensif. Kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk swasta, NGO,
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akademisi, dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mewujudkan desa
wisata yang berorientasi ekonomi hijau dan mendukung SDGs.
b. Namun, pengelolaan desa wisata di Indonesia masih menghadapi
berbagai tantangan yang mempengaruhi perkembangan green economy,
seperti: keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, tata kelola yang kurang
efektif, dan masalah lingkungan. Sementara itu, dukungan pemerintah, tren
pariwisata berkelanjutan, dan kemajuan teknologi membuka peluang besar
bagi pengembangan desa wisata yang lebih ramah lingkungan dan
berkelanjutan. Namun, ancaman seperti over tourism, komersialisasi budaya,
dan dampak perubahan iklim dapat menghambat upaya tersebut. Untuk
mengoptimalkan potensi desa wisata, analisis SWOT menunjukkan
pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan,
pertumbuhan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat.
c. Oleh karena itu, pengelolaan desa wisata di Indonesia untuk mendukung
green economy memerlukan kolaborasi dan sinergi antara berbagai
pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, komunitas
lokal, dan masyarakat setempat. Pemerintah dapat menyediakan regulasi,
infrastruktur, dan kebijakan pendukung, sementara sektor swasta membawa
investasi dan keahlian dalam manajemen wisata. Komunitas lokal berperan
dalam mengelola atraksi wisata dan kegiatan budaya, dengan dukungan dari
LSM dan akademisi dalam hal pelatihan dan pemberdayaan masyarakat.
Sinergi ini memungkinkan pembagian tanggung jawab yang jelas, aliran
informasi yang efektif, dan kolaborasi dalam perencanaan strategis untuk
mengatasi tantangan infrastruktur, promosi, dan akses sumber daya. Dengan
demikian, desa wisata dapat berkembang secara berkelanjutan, menarik, dan
memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal serta ekonomi
nasional.

17. Rekomendasi
a. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif perlu menginisiasi

program Green Tourism Startup Incubator yang memberikan dukungan
berupa pendanaan, bimbingan, dan akses ke jaringan industri bagi
startup yang memiliki solusi inovatif dalam bidang pariwisata

66
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berkelanjutan. Program ini dapat menarik ide-ide kreatif dari generasi
muda yang berpotensi mengubah industri pariwisata menjadi lebih
ramah lingkungan. Selain itu, kementerian ini dapat bekerja sama
dengan platform teknologi untuk mengembangkan aplikasi mobile yang
menyediakan informasi real-time tentang destinasi wisata hijau, eco-
friendly accommodations, serta kegiatan ramah lingkungan yang dapat
dilakukan wisatawan.

b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat meluncurkan
proyek Eco-Certification for Tourism yang memberikan sertifikasi hijau
kepada destinasi wisata, hotel, dan restoran yang memenuhi standar
tertentu dalam hal keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan. Sertifikasi
ini dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan yang peduli lingkungan,
serta mendorong pelaku industri pariwisata untuk mengadopsi praktik-
praktik yang lebih berkelanjutan. Kementerian juga bisa
mengembangkan program Adopt a Green Space, di mana wisatawan
dan perusahaan dapat menyumbangkan dana untuk pemeliharaan dan
konservasi taman nasional dan area hijau lainnya.

c. Kementerian Perhubungan dapat mengembangkan sistem Eco-
Transport Hub di kota-kota wisata utama yang mengintegrasikan
berbagai moda transportasi ramah lingkungan seperti bus listrik, sepeda,
dan kendaraan berbasis tenaga surya. Hub ini dapat dilengkapi dengan
stasiun pengisian daya untuk kendaraan listrik dan fasilitas parkir untuk
sepeda. Selain itu, kementerian ini dapat meluncurkan program Green
Travel Pass yang memberikan akses diskon atau gratis untuk
transportasi umum ramah lingkungan bagi wisatawan yang
menggunakan transportasi hijau selama liburan mereka.

d. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perlu menginisiasi
program Green Energy Tourism Zones yang mendorong pengembangan
kawasan wisata dengan infrastruktur energi terbarukan seperti panel
surya, turbin angin, dan biomassa. Kawasan ini dapat menjadi contoh
praktik terbaik dalam penggunaan energi terbarukan di sektor pariwisata
dan menarik wisatawan yang tertarik pada teknologi hijau. Kementerian
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juga bisa memberikan insentif pajak bagi hotel dan resort yang beralih
ke penggunaan energi terbarukan.

e. Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait seperti: Dinas Pariwisata,
Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Pemberdayaan Desa perlu lebih
intensif berinovasi dan mempromosikan destinasi wisata lokal yang
berkelanjutan, khususnya dalam mengelola area wisata dengan prinsip
green economy. Mereka juga bisa mengembangkan program pariwisata
komunitas yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan
pengembangan destinasi. Dinas Lingkungan Hidup Daerah bertanggung
jawab memantau dan memastikan bahwa praktik-praktik pariwisata di
daerah tidak merusak lingkungan, serta mengadakan kampanye
kesadaran lingkungan untuk wisatawan dan masyarakat lokal.

f. Sektor swasta perlu berkontribusi melalui pembangunan dan
pengelolaan hotel dan resort yang mengimplementasikan teknologi
ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan
limbah yang efisien, dan pengurangan penggunaan plastik. Mereka juga
bisa mengembangkan program ekowisata yang menarik wisatawan
dengan minat khusus pada keberlanjutan. Operator tur dapat menyusun
paket tur yang berfokus pada pariwisata berkelanjutan dan melatih
pemandu wisata untuk mengedukasi wisatawan tentang pentingnya
konservasi lingkungan.

g. Akademisi dan peneliti dari universitas dan lembaga riset perlu lebih
optimal dalam menjalankan penelitian mengenai dampak pariwisata
terhadap lingkungan dan mengembangkan solusi inovatif untuk
mengurangi dampak negatif tersebut. Mereka juga dapat menyediakan
data dan analisis yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dan
pelaku industri untuk membuat keputusan yang lebih baik.

h. Media massa perlu mengoptimalkan fungsi informasi dan edukasi dalam
menyebarkan informasi dan edukasi tentang pentingnya pariwisata
berkelanjutan dan green economy. Mereka bisa mempromosikan
destinasi wisata hijau dan praktik terbaik dalam pariwisata berkelanjutan.

i. Masyarakat lokal, melalui komunitas dan kelompok kerja, perlu
mengadakan program edukasi dan pelatihan tentang praktik-praktik
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pariwisata berkelanjutan. Mereka juga bisa terlibat dalam pengelolaan
dan pengembangan destinasi wisata untuk meningkatkan kesejahteraan
mereka secara langsung. Selain itu, masyarakat lokal dapat
mengadakan festival atau acara budaya yang mempromosikan
pariwisata berkelanjutan dan menampilkan produk lokal yang ramah
lingkungan.

j. LSM lingkungan perlu memberikan bantuan teknis dan pendanaan
untuk proyek-proyek pariwisata berkelanjutan, serta mengadakan
workshop dan pelatihan untuk pelaku industri pariwisata mengenai
praktik terbaik dalam pariwisata berkelanjutan. Organisasi internasional
dapat meluncurkan kampanye global untuk meningkatkan kesadaran
tentang pentingnya pariwisata berkelanjutan dan mengajak wisatawan
untuk berperilaku ramah lingkungan. Mereka juga bisa membangun
jaringan global yang menghubungkan destinasi wisata dengan praktik
terbaik dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan.
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